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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan dan penerapan Good Corporale Govemance (GCG) merupakan wujud
komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam
jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan barupa peningkatan
kinerja {performance) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporale image).

Assessmeni terhadap penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana .Jaya
dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenal kendisi penerapan GOG dikaitkan
dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (bes! praclices) penerapan GCG
sehingga area-area yang memeriukan perbaikan/panyempurnaan dapat diidentifikasi,

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan saran yang
disampaikan, perlu dijelaskan bahwa assessment penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk
membandingkan capa@an penerapan prakiik-praktik GCG antar organ perusahaan, yaiiu
antara Direksi dan Dewan Pengawas maupun antara keduanya dengan Pemegang Saham.
Masing-masing organ perusahaan tersebut divkur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan
strukiur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam peraturan yang terkait
dengan fata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan assessmenl penerapan praktik-praktk GGG yang kami lakukan, dapat
disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya
tahun 2023 mencapai predikat "Baik™ dengan skor 76,899, Capalan skor untuk masing-
masing aspek govemance terinci sebagai berikut:

No Aspek Governance Bobot Pnﬁlr:pﬂmrm Persentase
(%)

[ Komitmen 15,00 11,813 78,75
Il | Kebijakan GCG 10,00 9,501 85,01
Il | Partisipan GCG 65,00 55,971 86,11
IV | Pengungkapan Informasi 5,00 4615 0229
vV | Lainnya 5,00 (5,000) (100,00}

TOTAL 100,00 76,809 76,90
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Saran terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan, kami sampaikan secara
lebih rinci dalam bagian lampiran taporan ini.

Saran perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti apabila tidak

sagera dibuat rencana aksi dan pelaksanaan perbaikan/penyempumaan penerapan GCG.
Tindak lanjut atas pelaksanaan rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak

terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada best pracfices yang
terus berkembang.

Jakarta, 31 Desember 2024
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‘ SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.SIMPULAN

Kami telah melakukan assessment penerapan Good Corporate Govemance (GCG)
pada, selanjutnya disebut Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023 yang
mencakup lima aspek govemance, yaitu: Komitmen, Kebijakan GCG, Partisipan
GCG, Pengungkapan Informasi dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan assessment terhadap penerapan GCG pada Perumda Pembangunan
Sarana Jaya untuk periode tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan
GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya mencapai skor 76,899 dan
maksimal 100 atau 76,90%. Capaian tersebut berada dalam kategori predikat “Baik"

Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai benkut:

No Aspek Govemance Bobot F:i:;“‘fm Persentase (%)
I | Komitmen 15,000 11,813 78,75
Il | Kebijakan GCG 10,000 9,501 95,01
i | Partisipan GCG 65,000 55,971 86,11
IV | Pengungkapan Informas] 5,000 45815 92,29
V | Lainnya 5,000 {5,000) (100,00)
TOTAL 100,00 76,899 76,90

Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG
pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Jaya dengan praktik terbaik (best
practices) penerapan GCG.

Pada masing-masing aspek governance lerdapat penerapan yang sudah mendekati
atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu masih diperlukan upaya
perbaikan/penyempumaan.
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Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh organ perusahaan adalah:

I. Aspek Komitmen
a. Tim atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG belum

menyusun laporan keglatan terkait dengan GCG secara berkala dan
melaporkannya kepada Direksi.

Perusahaan belum memiliki program pemberian penghargaan (reward)
kepada karyawan terbaik dan belum melaksanakannya.

Perusahaan belum sepenuhnya menjalankan peraturan perundangan yang
berlaku dari Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang usahanya.
Laporan Tahunan belum disampaikan kepada stakeholders dengan tepat
waktu.

ll. Aspek Kebijakan

Draft Pedoman GCG, Code of Conduct dan Board Manual Perusahaan balum
dilakukan pengesahan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of CG) belum memuat
kebijakan terkait program pengenalan perusahaan dan pendelegasian
wewenang, namun telah dimuat dalam Drafi Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang baik Tahun 2024,

Pedoman Perilaku {Code of Conduct) belum memuat Pernyataan komitmen
Direksi dan Dewan Pengawas.

Board Manual belum memuat informasi tentang:

1) Sejarah singkat BUMD;

2) Rencana dan realisasi usaha BUMD;

3) Opini atas laporan keuangan.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi belum memuat Pemyataan Komitmen
Dewas dan Direksi.

Perusahaan belum memiliki kebijakan umum mengaltur lentang keselarasan
kebijakan anak dan induk perusahaan, antara lain:

1) Kebijakan keuangan;

2) Kebijakan SDM;

3) Kebijakan lainnya (GCG, C5R, dsb).

Laporam Hasil Assesumenl Penerapan Good Corpovadd Gvwirnmaoe
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Keselarasan kebijakan anak dan induk perusahaan yang mengatur kebijakan
keuangan dan kebijakan SDM sudah dimuat dalam draft Board Manual Tahun
2024,

. Aspek Partisipan GCG

1. Pemegang Saham

a.

Rencana Bisnis Perumda Pembangunan sarana Jaya tahun 2023 - 2027
sampai dengan asesmen berakhir belum disahkan.
EEA Tahun 2023 terlambat disahkan.

¢. Pelaksanaan rapat KPM terkait Laporan Tahunan belum tepat waktu,
d. KPM belum menetapkan mekanisme penilaian kinerja Direksi secara

B

individu,

KPM belum melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara individu.

2. Dewan Pengawas

a,

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program pengenalan belum
sesuai dengan kebijakan Pedoman Tata Kelola (Board Manuall);

Program pelatihan Dewan Pengawas belum memuat minimal jenis dan
jadwal pelaksanaan program pelatihan yang relevan dengan bisnis
perusahaan;

Dewan Pengawas belum merealisasikan anggaran pelatihan yang
tersedia dengan maksimal dan belum mengikutsertakan seluruh anggota
Dewan Pengawas pada program pelatihan.

Dewan Pengawas/Komite Audit belum memberikan usulan/rekomendasi
atas calon Auditor Eksternal yang disampaikan ke Direksi;

Dewan Pengawas telah menyelujui calon Auditor Eksternal yang
disampaikan oleh Direksi, namun belum ada telaah dari Komite Audit atas
Calon Auditor Eksternal.

Dewan Pengawas belum menyampaikan laporan khusus kepada KPM
atas terjadinya gejala penurunan kinerja perusahaan yang signifikan;
Dewan Pengawas belum melakukan telaah dan/atau
penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi dan/atau Dewan
Pengawas/Dewan Pengawas Anak Perusahaan yang diusulkan, sebelum
disampaikan kepada KPM/RUPS;

Laparan Hiil Asfeiemant Panerapan Good Corporane Grvermanoe
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h.

Dewan Pengawas belum menilai kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan secara individu;

Datafinformasi terkail dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan,
rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas kepada Direksi telah disusun,
namun belum memuat action plan Direksi atas arahan tersebut

3. Komite Dewan Pengawas

Program Kerja Tahunan Komite Dewan Pengawas belum memuat telaah
untuk memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memadai terhadap
segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan,

Komite Audit belum melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem
pengendalian internal perusahaan.

Komite Audit belum melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan tugas
SPI.

d. Komite Dewas/Dekom melaksanakan pertemuan rulin sesuai dengan
program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang dilugaskan
Dewas/Dekom.

e. Laporan Komite Dewan Pengawas belum memuat perbandingan realisasi
kegiatan dengan program tahunan.

4, Direksi
a. Board Manual Tahun 2024 masih berupa draff yang memuat program

pengenalan Direksi.

Paparan Induksi pengenalan Direksi belum memuat prinsip GCG;
Pengendalaian 5Pl dan Pendelegsian wewenang.

Direksl belum menyusun program dan anggaran pelatihan Direksi yang
relevan dengan bidang tugasnya. dan belum menganggarkan pelatihan
secara khusus.

d. Direksi belum sepenuhnya mengikuti pelatinan,

Direksi belum menyampaikan Laporan Rencana Suksesi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 kepada Dewan Pengawas.
Direksi belum melakukan pengujian sistem pengendalian intern secara
entitas.

Laporen Hasd Aszesimen! Penerapan Food Corporais Gowrmamndg
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. Direksi belum mengesahkan draff Piagam Audit Internal (Intermal Audit

Charter) dengan muatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lIA,

Peraturan OJK, UU PT dan peraturan pelaksanaannya lainnya) dan

mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-

SP| perusahaan danfatau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau

International Professional Practices Framework of Internal Auditing.

. Direksl belum melakukan sosialisasi Piagam Audit Internal yang telah

ditandatangani.

Direksi belum melaporkan secara tertulis pelaksanaan manajemen risiko

kepada Dewan Pengawas.

Kebijakan teknologi informasi belum memuat tahapan pelaksanaan

teknologi informasi, dan pelaporan dalam kebijakan teknologi informasi.

. Beberapa prosedur TIK belum diberikan peanomoran dan penanggalan

yaitu:

1) Prosedur pengelolaan rencana strategis TIK;

2) Prosedur mutu pengembangan TIK;

3) Prosedur permintaan dukungan layanan operasional dan Insiden TIK;

4) Standar keamanan TIK;

5) Kebijakan tata kelola teknologi informasi pada lingkungan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya, dan

6) Kebijakan pengelolaan datafinformasi elektronik (data govemance)
pada lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Direksi belum menyampaikan seluruh kebijakanfS0P Perumda

Pembangunan Sarana Jaya kepada Sekretaris Daerah.

. Direksi belum melaksanakan penilaian mutu produk dan layanan secara

mandiri

. Direksi belum melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak dan kewajiban

karyawan kepada selurub karyawan Perusahaan,

. Perusahaan belum memiliki kebljakan mengenai hak-hak pelanggan,

kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai

ketentuan.

Laporan Hasll Assessrment Penerapan Good Corponale Governance
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p.

Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban
kreditur yang memuat perencanaan Kredit, kualifikasi dar kreditur,
penggunaan sesuai peruntukannya, pembayaran kredit tepat wakiu.
Perusahaan belum melakukan sosialisasi WBS kepada stakeholders
perusahaan.

Direksi belum melakukan pengesahan atas draft Board Manual yang
mermuat tata tertib rapat.

Pelaksanaan rapat Direksi belum sesuai dengan Board Manual yaitu
paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

5. Satuan Pengawas Intern

aP| belum melakukan analisa beban kerja antara jumlah personil dengan
panugasan,

SP| belum membuat pedoman pengawasan, mekanisme kerja dan
supervisi.

PKPT belum memuat program kerja audit khusus dan konsultasi.

d. Personil 3PI belum membuat laporan atas penugasan yang diberikan.

. SPl belum melakukan penilaian atas pelaksanaan Manajemen Risiko

perusahaan.

5P| balum mealakukan kegiatan mengevaluasi kecukupan dan efekiivitas
sistem pangendalian intern yang diterapkan manajemen secara entitas,
SPI belum memberikan surat kepada audifee untuk menindaklanjuti hasil
temuan.

Laporan SPI belum membenkan masukan atas prosedur atau proses
manajemen risiko parusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan belum menyiapkan daftar khusus yang berkaitan
dengan Direksi, Dewan Pengawas dan keluarganya yang mencakup
kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan.

Laparan Hasdl Assesimen? Penerapan Good Cofporale Governande
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V. Aspek Pengungkapan
Perusahaan belum mempublikasikan kebijakan dan informasi penting
perusahaan antara lain:
a. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code),;
b. Kebijakan/S0P tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian
LHKPN;
¢. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko.

V. Aspek Lainnya
Terdapat kasus yang menimpa atau melibatkan perusahaan berupa praktik tata
kelola yang menyimpang dari prinsip-prinsip GCG  yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibiltas, independensi dan faimess (kewajaran) berupa
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organ utama/penting perusahaan
yaitu Direktur Utama.

Laporan Masll Assessment Pénerapan Sood Corpovrle Goverfonee
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B. SARAN

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan di atas dan dalam
upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, kami
merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti

oleh masing-masing organ perusahaan sebagai berikut;

I

Aspek Komitmen

d.

Tim atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG menyusun
laporan kegiatan terkait dengan GCG secara berkala dan melaporkannya
kepada Diraksi.

Menyusun program pemberian penghargaan (reward) kepada karyawan
terbaik dan melaksanakan program tersebut.

Meningkatkan kepatuhan kegiatan perusahaan terhadap Peraturan
Pemerintah Daerah yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.
Menyampaikan laporan Tahunan kepada stakeholders dengan tepat wakiu,

Aspek Kebijakan

a,

Melakukan pengesahan atas draff Pedoman GCG, Code of Conduct dan
Board Manual Perusahaan Tahun 2024,

. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of CG) memuat kebijakan

terkait program pengenalan perusahaan dan pendelegasian weweanang,
Menyempumakan Pedoman Pernilaku (Code of Condisct) Perusahaan dengan
menambahkan muatan terkait permyataan komitmen Direksi dan Dewan
Pengawas.

. Menyempumakan Board Manual Perusahaan dengan menambahkan

informasi terkait:

1. Sejarah singkat BUMD,

2. Rencana dan realisasi usaha BUMD;

3. QOpini atas laporan keuangan.

Mencantumkan pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas dalam
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

Laporan Hasll Assessment Penerapan Good Corporole Govermance
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f. Menyusun kebijakan umum yang mengatur tentang keselarasan kebijakan
anak dan induk perusahaan antara |ain:
1. Kebijakan Keuangan;
2. Kebijakan SDM;
3. Kebijakan lainnya (GCG, CSR, dsb).

. Aspek Partisipan GCG
1. Peamegang Saham/RUPS
a. Mengesahkan Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya
secara tepat wakiu,
b. RKAP disahkan secara tepat waktu.
c. Melaksanakan Rapat KPM untuk pengesahan Laporan Tahunan secara
tepat waktu.
d. Menetapkan mekanisme Penilaian Kinerja Direksi secara Individu.
a, Melaksanakan Penilaian Kinerja Direksi secara Individu.
2. Dewan Pengawas
a. Berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan agar mater program
pengenalan Dewan Pengawas minimal memuak
- Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh
Perusahaan;,
- Keterangan mengenal kewenangan, tugas dan tanggung jawab dan
hak - hak Dewan Pengawas dan Direksi;
Menetapkan program pelatinan dalam RKA minimal memuat jenis dan

T

jadwal pelaksanaan program pelatihan;

c. Merealisasikan anggaran yang tersedia dengan maksimal dan
mengikutsertakan seluruh anggota Dewan Pengawas pada program
pelatihan.

d. Menginstruksikan Komite Audit memberikan usulanfrekomendasi atas
Calon Auditor Eksternal yang disampaikan ke Direksi;

€. Melaporkan gejala penurunan kinerja perusahaan yang signifikan kepada
KPM:

f. Menetapkan kriteria calon Direksi danfatau Dewas/Dekom Anak
Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam Board Manual,

Lln:tm Hasil Assessment Pensrapan Good Corporgie Gowpragnor
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g

Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon
Direksi danfatau Dewan Pengawas / Dewan Pengawas Anak Perusahaan
yang diusulkan, sebelum disampaikan kepada KPM/RUPS.

Menilai kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara
individu

Menginstruksikan Sekretariat Dewan Pengawas menyajikan monitoring
tindak lanjut hasil keputusan, rekomandasi dan arahan Dewan Pengawas
secara detail dan terdapat action plan Direksi yang berkaitan dengan
monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Pengawas.

3. Komite Dewan Pengawas

Frogram Kerja Tahunan Komite Dewan Pengawas memuat telaah untuk
memastikan prosedur reviu terhadap segala informasi yang dikeluarkan
oleh perusahaan telah memadai.

Komite Audit melakukan penilaian terhadap efektivitas sistemn
pengendalian internal perusahaan.

Komite Audit menelaah tindak lanjut manajemen atas temuan SPI.
Melaksanakan rapat komite Dewan Pengawas secara berkala sekurang -
kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan sesuai dengan Program Kerja
Tahunan yang ditugaskan Dewan Pengawas.

. Menyusun laporan secara Triwulanan minimal memuat perbandingan

realisasi kegiatan dengan Program Kerja Tahunan.

4. Direksi

Melakukan pengesahan Draft Board Manual yang memuat program
pengenalan Direksi.

Paparan induksi pengenalan Direksi memuat prinsip GCG, Pengendalian
5Pl dan Pendelegsian wewenang.

Menyusun program pelatihan Direksi yang relevan dengan bidang
tugasnya dan menganggarkan pelatihan secara khusus bagi Direksi.
Mengikuti pelatihan Direksi yang relevan dengan bidang tugasnya.

e, Menyampaikan Laporan Rencana Suksesi Perumda Pembangunan

Sarana Jaya Tahun 2023 kepada Dewan Pengawas.
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Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Intern secara entitas.

. Mengesahkan draff Piagam Audit Internal (infernal Audit Charter) dengan

muatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (1A, Peraturan OJK, UU

PT dan peraturan pelaksanaannya lainnya) dan mempertimbangkan

Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan

dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau International

Professional Praclices Framework of Infernal Auditing.

. Melakukan sosialisasi Piagam Audit Internal yang telah ditandatangani.

Melaporkan secara tertulis pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan

Pengawas.

Kebijakan Teknologi Informasi memuat tahapan pelaksanaan teknologi

infarmasi dan pelaporannya.

. Memberikan penomoran dan penanggalan untuk beberapa prosedur

yaitu:

1) Prosedur pengelolaan rencana strategis TIK;

2} Prosedur mutu pengembangan TIK;

3) Prosedur permintaan dukungan layanan operasional dan insiden TIK;

4) Standar keamanan TIK;

5) Kebijakan tata kelola teknologi informasi pada lingkungan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya; dan

6) Kebijakan tata kelola teknolegi informasi pada lingkungan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya.

Menyampaikan seluruh kebijakan/SOP Perumda Pambangunan Sarana

Jaya kepada Sekretaris Daerah.

. Melakukan penilaian mutu produk dan layanan secara mandiri.

. Melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak dan kewajiban karyawan kepada

seluruh karyawan Parusahaan.

. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak pelanggan, kebijakan

keamanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai ketentuan.

. Perusahaan memiliki kebijakan mangenai hak-hak dan kewajiban kreditur

yang memuat perencanaan kredit, kualifikasi dan kreditur, penggunaan

sesuai peruntukannya, pembayaran kredit tepat waktu.

Laporan Hasdl Assessment Penerapan Good Covporafe Governands
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Mendokumentasikan pelaporan hasil survei secara memadai.
Melakukan sosialisasi WBS kepada stakeholders perusahaan.

8. Melakukan pengesahan atas draff Board Manual.

Pelaksanaan rapat Direksi dilakukan sesuai dengan Board Manual yaitu
paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

5. Satuan Pengawas Intarn

~ 5 80 Q

Melakukan analisa beban kerja antara jumlah personil dengan
penugasan.

Membuat pedoman pengawasan, mekanisme kerja dan supervisi,

PKPT memuat program kerja audit khusus dan konsultasi.

Personil 5P| membuat laporan atas penugasan yang diberkan.
Melakukan penilaian atas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan.
Melakukan kegiatan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem
pengendalian intern yang diterapkan manajemen secara antitas.
Memberikan surat kepada audifes untuk menindakianjuti hasil temuan.
Laporan SPl memberikan masukan atas prosedur atau proses

manajemen risiko parusahaan.

6. Sekretaris Perusahaan
Membuat daftar khusus berkaitan dengan Direksi, Dewan Pengawas dan
Keluarganya mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan

lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

IV. Aspek Pengungkapan
Mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan antara lain:
a. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code).
b. Kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian
LHEKPMN.
¢. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko.

Laporan Hastl Assesiment Penerapan Good Corporalfe Governance
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V. Aspek Lainnya
Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip
GCG yailu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
faimess), Pedoman Umum Good Corporale Governance Indonesia, dan Standar-
Standar Praktik dan ketentuan lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi.

Uraian selengkapnya hasil assessmen! berkut rekomendasinya disajikan dalam Bab Il

Laporan Hasll Arsessment Penerapan Good Corporate Gowvernance
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Il HASIL PENILAIAN

A. DATA UMUM

1. DASAR PENUGASAN

Dasar penugasan assessmen! penerapan GCG pada Perumda Pembangunan

Sarana Jaya adalah:

a. Peraturan Presiden Rl Momor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraluran
Presiden RI Nomer 20 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,;

b. Keputusan Gubemur DKl Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober
2004 tentang Penerapan Prakiik Good Corporale Governance pada Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. Dalam Bagian Kedua Tentang Kewajiban BUMD Menerapkan
Good Corporate Governance, Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa BUMD wajib
menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau
menjadikan Good Corporate Govemance sebagai landasan operasionalnya;

¢. Surat Direkiur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya MNomor
2691/1A.02.08 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan
Assessment Good Corporate Govemnance (GCG) Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2023;

d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKl Jakarta Nomor
PE.05.02/S-1143/PW02/4.2/2024 tanggal 22 MNovember 2024 perihal
Assessmeni Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023, dengan lampiran Surat Tugas
Nomor PE.05.02/ST-852/PW02/4. 212024 tanggal 22 NMovember 2024.

2, TUJUAN
Tujuan Assessmen! GCG adalah:
a. Memberikan gambaran yang memadai terhadap penerapan GCG pada
Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023;

Laparan Hasil Asiessment Penerapan Good Corporahe Governanoe
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b. Mengidentifikasi bidang-bidang penerapan GCG yang mendekali atau telah
mencapal praktk terbalkk dan yang memerlukan perbaikan (area of
improvement);

c. Memberikan saran perbaikan.

3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE

a. Ruang Lingkup Assessment GCG
Ruang lingkup pelaksanaan assessmen! GCG pada Perumda Pembangunan
Sarana Jaya meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang
terbagi dalam lima hal pokok, yaitu:
1) Komitmen;
2) Kebijakan GCG;
3) Partisipan GCG (Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Komite Dewan

Pengawas, Direksi, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan);

4) Pengungkapan Informasi;
5) Aspek Lainnya.

b. Periode Assessment GCG
Periode yang dinilai dalam penerapan GCG Perumda Pembangunan Sarana
Jaya adalah 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 serta periode
sabelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar dalam
pengambilan kesimpulan.

4. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam assessment penerapan GCG pada Perumda
Pembangunan Sarana Jaya adalah:

a. Pengumpulan Dokumen
1) Reviu Dokumen
Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen Perumda Pembangunan
Sarana Jaya vyang terkail dengan struklur dan proses gowvemance
perusahaan, antara lain: Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Code of Good Corporate Govemance/CoCG), Pedoman
Perilaku (Code of ConductCoC), Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,

Lagaran Hisil Assesrment Penerapan Geod Conporole Govwernonoe )
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Rigalah Rapat Dewan Pengawas, Risalah Rapat Direksi, Laporan
Keuangan Tahunan, Dokumen SPl dan dokumen lainnya.

2) Kuesioner
Pengisian kuesioner dilakukan untuk mempercleh gambaran persepsi
responden atas implementasi peraturan/sistem/kebijakan/50F sebagai
bentuk penerapan GCG. Rancangan kuesioner disusun oleh Tim BPKEP
(asesor), sedangkan pemilihan responden dilakukan cleh pihak Perumda
Pembangunan Sarana Jaya dengan kriteria yang diberikan oleh Tim BPKP
(asesor),

Rencana dan Realisasi pendistribusian kuesioner adalah sebagai berikut:

Responden Target | Realisasi %
Direksi 3 2 66,67
Dewan Pengawas 2 100,00
Komite Dewan Pengawas 4 4 100,00
Kepala SPI 1 1 100,00
Sakretaris Perusahaan 1 1 100,00
Kepala Divisi (VP) 13 8 61,54
Karyawan 82 58 64,13
' Jumlah 116 T 66,38

3) Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap informasi
yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen.

4) Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari peraturan/
sistem/kebijakan/SOP.

b. Pengolahan Data
1) Tabulasi dan Analisis Data
Berbagai data yang diperoleh dari hasil asesmen ditabulasi sesual kategori
yang ditetapkan, selanjutnya data tersebut dianalisis pemenuhannya
terhadap pokok govemnance yang terdapat pada parameter/sub parameter

Laporan Hasll Assessment Penerapan Good Corpanate Govirmancd
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untuk memperoleh gambaran kualitas atas penerapan GCG pada Perumda
Pembangunan Sarana Jaya.

2) Presentasi Hasil Sementara
Hasil sementara penilaian praklik penerapan GCG dipaparkan kepada Tim
Counterpart dan manajemen perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi.

Tingkatan capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima
kelompok predikal, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan
Tidak Baik dengan penjelasan sebagai berikut:

Tingkat ‘Rentang Hhufﬁt:;i cﬂﬂmlﬂn Pradikat
1 Nilai di atas 85 Sangat Baik
2 75 < Skor = 85 Baik
3 60 < Skor = 75 Cukup Baik
4 50 < Skor = 60 Kurang Baik
5 Skor = 50 Tidak Baik
3) Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan assessment penerapan GCG adalah penyusunan
laporan hasil assessment penerapan GCG di Perumda Pembangunan

Sarana Jaya.

5. BATASAN TANGGUNG JAWAB
Kebenaran alas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan,
sedangkan tanggung jawab Tim BPKFP adalah simpulan hasil assessment
berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan, dengan batasan sebagai
berikut:

a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan
oleh instansi di luar perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat
dampaknya terhadap penerapan GCG pada perusahaan.
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b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (work load) masing-masing organ
perusahaan yang diperiukan untuk memastikan kesaimbangan alokasi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh Tim GCG BPKP selama
proses assessmeni, sedangkan rekomendasi didasarkan pada hasil analisis
terhadap hal-hal yang periu ditingkatkan,

d. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja
perusahaan.

e. Penilaian dilakukan sebatas aspek govemance, oleh karenanya assessment
lidak mencakup ideniifikasi atas kemungkinan adanya fraud (kecurangan)
yang terkait pada aspek keuangan.

6. DATA UMUM PERUSAHAAN
a. Pendirian

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya ("Sarana
Jaya® atau "Perusahaan”) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang dimiliki oleh

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota (Pemprov DKI) Jakarta dan
bergerak dalam bidang usaha properii. Sejarah Sarana Jaya berawal dari
pendirian Perusahaan Tanah dan Bangunan DKI Jakarta pada tahun
1969.Pendirian ini didasari oleh Surat HKepulusan Gubemur No.
Da. 1/3/16M1969 tanggal 19 Februari 1869, yang

kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Gubemur No. Da. 11/2[3118972
tanggal 2 Februarn 1872, Tujuan utama pendifian Perusahaan Tanah dan
Bangunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,
khususnya yang berada di wilayah DKl Jakarta dan sekitarnya, akan properti
yang memadai secara fisik maupun fungsional. Lebih dari sekadar memenuhi
kebutuhan lokal, pada waktu itu Pemerintah DKl Jakarta juga memiliki tujuan
yang lebih besar, yaitu berkontribusi dalam pembangunan nasional jangka
panjang melalui kegiatan usaha Perusahaan Tanah dan Bangunan ini. Tahun
1982 menjadi tonggak sejarah berikutnya bagi Perusahaan. Di tahun ini
Perusahaan Tanah dan Bangunan mengalami perubahan nama meanjadi PD
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Pembangunan Sarana Jaya. Perubahan ini dilakukan setelah diterbitkannya
Peraturan Daerah Provinsi DKl Jakarta No. 2 Tahun 1982, yang selanjutnya
diperbarui melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1230 dan Peraturan Daerah
Mo. 8 Tahun 2014. Pasca perubahan nama, fokus utama kegiatan Perusahaan
beralih pada penyediaan kavling tanah, sehingga menjadikannya dikenal
sebagai "Bank Tanah” hingga tahun 1998. Transformasi ini mencerminkan
adaptabilitas Perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan
regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sarana Jaya berperan penting sebagai
penunjang kebijakan umum Pemerntah Provinsi DKI Jakarta untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyal Perusahaan ini secara aktif terlibat
dalam berbagai kegiatan usaha, termasuk penyediaan tanah dan
pembangunan properti seperti perumahan, bangunan umum, kawasan
industri, serta sarana prasarana umum, Seluruh kegiatan ini dilaksanakan
dengan mematuhi prinsip ekonomi, mengingat Perusahaan sebagai badan
usaha yang harus berorientasi pada pencapaian laba. Di tahun 2018,
Pemerintan Provinsi DK| Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11
Tahun 2018, yang menjadi dasar hukum untuk perubahan status PD
Pembangunan Sarana Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Pembangunan Sarana Jaya. Keputusan ini mencerminkan langkah sirategis
dalam mengakomodir perkembangan dan kebuluhan organisasi dalam
mendukung pembangunan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan status Perumda, Sarana Jaya semakin memperkuat komitmen dan
dedikasinya sebagai salah satu agen pembangunan di DKl Jakarta.
Perusahaan berhasil menjadi penunjang utama visi dan misi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memajukan kota DKI Jakarta. Transformasi
status ini memberikan Sarana Jaya kerangka kerja yang lebih fleksibel dan
optimal dalam melaksanakan perannya sebagai entitas yang terlibat dalam
pembangunan kota DKI Jakarta.

Seiring dengan peningkatan reputasi dan kredibilitasnya, Sarana Jaya telah
diberikan kepercayaan cleh Pemerintah Provinsi DK Jakarta untuk mengelola
sejumiah proyek strategis di wilayah DKI Jakarta. Proyek-proyek ini meliputi
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penataan kawasan SPTA, pembangunan  hunian  terjangkau,
penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan pengelolaan
fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota, Melalui keterlibatan akiif dalam
proyek-proyek tersebut, Sarana Jaya terus memainkan peran sentral dalam
mendukung pembangunan dan kemajuan wilayah DKl Jakarta.

b. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Tujuan Pendirian Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi DKl Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 28
Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 1882 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
Daerah Ibukota Jakarta adalah pada awal berdifinya Sarana Jaya berorientasi
sebagal penunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan
perumahan, bangunan umum, kawasan industri serta sarana-prasarana
dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan yang pada sifat
naturainya adalah badan hukum yang berorientasi laba.

Pada perkembangannya, dengan tantangan Kota Jakarta dan dunia usaha
yang semakin kompetitif membuat Sarana Jaya perlu melakukan perubahan
dan peruasan fungsi dan peranan Sarana Jaya. Selain itu, dengan
dipercayanya Sarana Jaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis di
lingkungan Daerah Khusus |bukota Jakaria seperti pengembangan Kawasan
Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down
Payment Rp0,00 (nol rupiah), serta untuk menunjang visi-misi Pemenntah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk mengembangan kawasan-
kawasan perkotaan yang bersifat modern.
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Rumusan visi dan misi Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai berikut:

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pengembang yang terkemuka dan berkelanjutan

di Indonesia.

Misi Perusahaan

1. Mengembangkan bisnis properti yang mendukung strategi dan
program kerja Pemprov DKl Jakarta;

2. Menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai (value
creation) produk dan jasa yang dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat luas;

3. Berperan akfif dalam mendorong pembangunan kawasan di

perkolaan;

4, Mewujudkan SDM yang unggul; dan
5. Berkomitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

d. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023,

adalah sebagai berikut:

Ketua Dawan Pengawas

Andi Muhammad Igbal Arief

Sekretaris Dman_ﬁ_engawas Arief Rachman
Anggota Dewan Pengawas Arismal
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Direksi
Susunan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya, adalah sebagai
berikut:

Direktur Utama [ - | Andira Reoputra
Direktur Pengembangan . | Indra Sukmono Arharmrys
Direktur Administrasi dan Keuangan .| Inwan Agustuslan

@. Data Keuangan
Kondisi keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam ftiga tahun

terakhir (2021 - 2023) secara umum dapat dilihat pada Lampiran V.
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B. URAIAN HASIL PENILAIAN

Kami telah melakukan assessmen{ penerapan GCG pada Perumda Pembangunan
Sarana Jaya tahun 2023 yang mencakup 5 aspek pengujian. Penerapan perangkat
GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab
kami terletak pada hasil penilaian penerapan tersebut.

Aszeszsment terhadap penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya
dilaksanakan berdasarkan dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur
assessmen! dengan indikalor penilalan dan evaluasi alas penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah.

Aspek yang dinilai terangkum dalam 47 indikator dengan 150 parameter, dan
dijabarkan menjadi 319 sub parameter.

Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup: (a) Komitmen, (b) Kebijakan
GCG, (c) Parisipan GCG, (d) Pengungkapan Informasi dan (e) Aspek Lainnya.

Dari hasil assessmen! penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya
mencapai skor 76,899 dari skor maksimal 100,00. Capaian skor tersebut termasuk
dalam predikat ‘Baik’.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual 5 aspek
governance yang dinilai, yaitu;

No Aspek Governance Bobot p:::::-n Fersaniass
(%)

| F.omitrmen 15,000 11.813 T8, 75
Il | Kebijakan GCG 10,000 9,501 95,01
Il | Partisipan GCG 65,000 55,971 86.11
IV | Pengungkapan Informasi 5,000 4615 02,20
V | Lainnya 5,000 (5,000) (100,00)
TOTAL 100,20 TE.B99 76,90
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Rincian skor per aspek dan parameter masing-masing disajikan pada Lampiran | dan
Lampiran II.

Uraian atas hasil assessmen! penerapan GCG pada Perumda Pembangunan
Sarana Jaya adalah sebagai berikut :

. ASPEK KOMITMEN
Aspek governance yang terkait dengan Komitmen dinilai berdasarkan lima
indikator yaitu:
a. Pemyataan sikap perusahaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan
yang baik;

b. Pelaksanaan aturan corporale govemance;

c. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang beraku;

d. Perusahaan telah memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders
perusahaan;

e. Ketepatan dalam penyampaian palaporan kepada stakeholder.
Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan lima indikator dengan 14 parameter
menghasilkan skor 11,813 dari skor maksimum 15,000 atau 78,75%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Pernyataan Sikap Perusahaan Terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik

al

b)

c)

d)

Seluruh Direksi dan Dewan Pengawas telah menandatangani Pemyataan
Pakta Integritas pada saat pengangkatan dan setiap awal tahun selama
masa jabatan.

Sefiap transaksi penting telah disertai dengan penandatanganan
pemyataan komitmen bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola perusahaan yang
baik.

Pernyataan kepatuhan terhadap Code of ConductiPedoman Perilaku telah
ditandatangani cleh setiap insan melalui penandatanganan pakta integritas
yang dilakukan pada Tahun 2023.

Dewan Pengawas dan Direksi telah menandatangani konirak
manajemen/perjanjian kinera tahun 2023 bersama dengan Kepala Badan

Laparen Hasl Assessment Pensrapan Good Covparaie Genmmance:
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Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku wakil dari Pemegang
Saham pada tanggal 7 Juni 2023

2) Pelaksanaan Aturan Corporate Governance

a)

b)

d}

&)

Berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Momor 80 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja di Bawah Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya, salah
satu tugas Divisi Sekretaris Perusahaan adalah mengelola,
mengkoordinasikan dan mengevaluasi program compliance & Good
Corporate Govemance termasuk assessment dan due difigence sesual
ketentuan yang berlaku.

Perusahaan telah menetapkan Tim yang bertugas untuk mendampingi dan
membantu pelaksanaan Assessment GCG Tahun 2023 yang dibentuk
melalui Surat Tugas Nomor 1000/-1.8.36.3 tanggal 8 Mei 2023, namun Tim
atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG tersebut belum
menyusun laporan kegiatan terkait dengan GCG secara berkala dan
melaporkannya kepada Direksi.

Pedoman Corporate Governance telah dipublikasikan dalam website dan
telah dilakukan Sharing Session Good Corporale Govemnance yang
dilakukan pada tanggal 23 November 2023. Berdasarkan hasil kuesioner,
tingkat pemahaman insan perusahaan cukup memadai dengan hasil skor
sabesar 71,67%.

Pedoman perilaku ftelah dipublikasikan melalui website Perusahaan,
sehingga dapat dipahami oleh seluruh jajaran perusahaan. Pemahaman
insan perusahaan terkait materi pedoman perilaku cukup memadai dengan
hasil skor kuesioner sebasar 70,87%.

Perusahaan belum memiliki dan melaksanakan program pemberian
penghargaan (reward) kepada karyawan terbaik pada Tahun 2023, namun
Perusahaan telah memiliki dan menjalankan program penegakan disiplin
terhadap pelanggaran yang dilakukan cleh insan perusahaan.
Perusahaan telah melakukan asesmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada Tahun 2023 atas Tahun Buku 2022 yang
dilakukan oleh asesor BPKP. Tingkal pencapaian atas pelaksanaan Tata

Laparan Hasll M:merl Good Corporols Governance '
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Kelola Perusahaan telah memadai dengan skor hasil penilaian 78,005
dengan predikat Baik dan telah melampaui dan target KPI sebesar 75.

i) Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan yang Berlaku

a)

b)

Perusahaan telah menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dari
Pemerintah Pusat yang terkait dengan bidang usahanya.

Perusahaan belum menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dari
Pemerintah Daerah terkait dengan bidang usahanya. Hal tersebut dapat
dilihat dengan adanya tuntutan hukum perdata dan pidana yang ditujukan
kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, misalnya tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh organ utama perusahaan, gugatan
wanprestasi atas tanah di J| Pondok kelapa dan dugaan tindak pidana
keterangan palsu dalam aktalotentic pasal 266 KUHP dan/atau
Penipuan/Perbuatan Curang Pasal 378 KUHP pada tanggal 11 November
2020 di Gedung Sarana Jaya.

4) Perusahaan Memperhatikan Kepentingan Seluruh Stakeholder
Perusahaan

Perusahaan felah memberikan pengakuan yang seimbang kepada

stakeholders yang menyangkut transparansi dalam pengungkapan informasi

yang relevan dan penyampaian laporan secara tepal waktu. Terhadap laporan
Triwulanan Perusahaan, telah disampaikan secara tepat waklu kepada
BPBUMD selaku pemegang saham atau Kuasa Pemilik Modal (KPM).

5) Ketepatan Dalam Penyampaian Pelaporan Kepada Stakeholders

a)

bj

Perusahaan telah menyampaikan laporan manajemen triwulanan secara
periodik kepada P| Gubernur DKI Jakarta selaku Kuasa Pemilik Modal
(KPM). Penyampaian laporan manajemen triwulanan tersebut seluruhnya
telah disampaikan dengan tepat waktu.

Perusahaan telah menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Badan
Pembinaan BUMD Provinsi DKl Jakarta melalui Surat Direktur Utama
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 1755/KU.04.00 tanggal 16
Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan

Laparan Hadl Azseizment Ponerapan Good Covpormie Gowrnonoe
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Keberlanjutan Sarana Jaya Tahun 2023 serta melalui website perusahaan,
namun laporan tahunan disampaikan kepada KPM tidak tepat wakiu.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan nilai

cukup baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter terdapat

praktik yang masih memeriukan perbaikan.

Kami menyarankan Disarankan kepada Direksi agar;

a) Tim atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG meanyusun
laporan kegiatan terkait dengan GCG secara berkala dan melaporkannya
kepada Direksi.

b) Menyusun program pemberian penghargaan (reward) kepada karyawan
terbaik dan melaksanakan program tersebut.

c) Meningkatkan kepatuhan kegiatan perusahaan terhadap Peraturan
Pemerintah Daerah yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.

d) Menyampaikan laporan Tahunan kepada siakeholders dengan tepat
waktu.

Il. ASPEK KEBIJAKAN GCG
Aspek govemance yang terkait dengan Kebijakan GCG dinilai berdasarkan &
{enam) indikator yaitu:

a.
b.

f.

Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG;

Ketersediaan kebijakan pengelolaan dan administrasi Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPNY;,

Ketersediaan kebijakan pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang
berlaku;

. Ketersediaan kebijakan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system);

. Ketersediaan kebijakan pengelolaan hubungan induk dengan anak

perusahaan;
Ketersediaan Kebfjakan Pengendalian Dokumen.

Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) indikator dengan 12
parameter menghasilkan skor 9,501 dari skor maksimum 10,00 atau 95,01%.
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Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Pedoman/Kebijakan GCG

a) Perusahaan memiliki Pedoman Corporale Govemance (Code of GCG)
Tahun 2020 dan telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas
Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tanggal 29 Desember 2020.
Pedoman GCG telah dimutakhirkan secara berkala (sesuai best praclices
pedoman mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali atau jika
terdapat perubahan kondisi pada perusahaan). Pada Tahun 2024, telah
dilakukan pemutakhiran terhadap Pedoman GCG, namun masih dalam
bentuk draft dan belum disahkan. Pedoman GCG Perumda Sarana Jaya
Tahun 2020 belum memuat terkait:

= Program pengenalan perusahaan;

- Pengambilan keputusan; dan

- Pendelegasian wewenang.

Ketiga muatan tersebut, telah dimuat dalam draft Pedoman GCG Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024,

b) Perusahaan tetah memiliki aturan Kode Etik danfatau Aturan Perilaku Tahun
2020 yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas pada langgal
29 Desember 2020. Code of Conduct telah dimutakhirkan secara berkala
(sesuai bes! praclices pedoman mutakhirkan secara berkala minimal 3
tahun sekali atau jika terdapat perubahan kondisi pada perusahaan). Pada
Tahun 2024 telah dilakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Kode Elik,
namun masih dalam bentuk draff dan belum disahkan. Pedoman Kode Etik
danfatau Aturan Perilaku Tahun 2020 belum memuat pernyataan komitmen
Direksl dan Dewan Pengawas secara khusus, namun telah dimuat dalam
Lampiran draff code of conduct Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Tahun 2024,

c) Perusahaan telah memiliki Board Manual yang ditetapkan oleh Dewan
Pengawas dan Direksi pada tanggal 29 Desember 2020. Board Manusal
telah dimutakhirkan secara berkala (sesual best pracfices pedoman
mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali alau jika terdapat
perubahan kondisi pada perusahaan). Pada Tahun 2024 telah dilakukan
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pemutakhiran terhadapa Board Manual, namun masih dalam bentuk draft
dan belum disahkan. Board Manual belum memuat informasi tentang:

- Sejarah singkat BUMD;

- Rencana dan realisasi usaha BUMD; dan

- Opini atas laporan keuangan.

d) Perusahaan memiliki kebijakan sistemn pengendalian intermal yang
ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi pada tanggal 17 November
2021. HKebijakan Sistem Pengendalian Internal meliputi unsur: (a)
lingkungan pengendalian; (b) pengkajian dan pengelolaan risiko; (c)
akfivitas pengendalian; (d) sistem informasi dan komunikasi, dan (e)
monitoring. Pedoman  Sistem  Pengendalian  Internal Perumda
Pembangunan Sarana Jaya lelah dimutakhirkan secara berkala (sesuai
best practices pedoman mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali
atau jika terdapat perubahan kondisi pada perusahaan).

e} Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate
Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember
2023. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah
dimutakhirkan secara berkala (sesuai best praclices pedoman mutakhirkan
sacara berkala minimal 3 tahun sekali atau jika terdapat perubahan kondisi
pada perusahaan). Pedoman C5R lersabut tefah memuat priontas program
kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdiri dari 13 tujuan
dan € lokasi penyaluran CSR.

2) Ketersediaan Kebijakan Pengelolaan dan Administrasi Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

a) Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta
kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi Dewan Pengawas, Direksi
dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang ditetapkan melalui Instruksi
Direksi Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pengisian E-
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Filing Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Megara (LHKPN) Direksi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya .

b) Perusahaan telah melaksanakan kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan
Harta Kekayaan Penyelenggara MNegara (LHKPN). Hal ini terlihat dari
realisasi LHKPN Tahun 2023 pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya
mencapai 100% yang artinya 13 orang yang memiliki kewajiban untuk
melaporkan harta kekayaannya telah melaksanakan kewajibannya.

3) Ketersediaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Sesual Ketentuan yang
Berlaku
Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi,
yang ditetapkan cleh Direksi pada Tahun 2021. Kebijakan Pengendalian
Gratifikasi telah dimutakhirkan secara berkala (sesuai bes! practices pedoman
mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali atau jika terdapat
perubahan kondisi pada perusahaan) Kebijakan tentang Pengendalian
Gratifikasi meliputi: Ketentuan-ketenfuan tentang gratifikasi; Fungsi yang
ditugaskan mengelola gratifikasi;, Mekanisme pelaporan gratifikasi
Pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan
gratifikasi, namun Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut belum memuat
Pemyataan komitmen Dewan Pengawas dan Direksi.

4) Ketersediaan Kebijakan Sistem Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
Pada Perusahaan yang Bersangkutan (Whistle Blowing System)
Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan
pada perusahaan (whistieblowing sysfem) yang ditetapkan melalui Keputusan
Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomer 50 Tahun 2021 tanggal 1
September 2021 ftentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
(whistieblowing system) di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan
(whistleblowing system) telah dimutakhirkan secara berkala (sesuai besf
practices pedoman mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali atau jika
terdapat perubahan kondisi pada perusahaan). Materi Pedoman penerapan
sistem pelaporan pelanggaran (whistieblowing system) meliputi: perindungan
pelapor, unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran, kewajiban unfuk
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melakukan pelaporan, mekanisme penyampaian pelanggaran, pelaksanaan
investigasi serta pelaporan afas penyelenggaraan sistem pelaporan
pelanggaran. Pengelola WES Perusahaan ditunjuk oleh Direktur Utama dari
pihak eksternal dan Dewan Pengawas yang bertugas untuk melaksanakan

pengawasan dan memberikan arahan kepada Direktur Utama mengenai
pengelclaan WBS.

5) Ketarsediaan Kebijakan Pengelolaan Hubungan Induk Dengan Anak
Perusahaan

Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki anak perusahaan yaitu PT
Saranawisesa Properindo. Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah
menmiliki;

a) Kebijakan umum yang mengatur tentang pendirian dan pembubaran anak
perusahaan meliputi tata cara pendirian anak perusahaan, tata cara
pambubaran (likuidasi) anak perusahaan, dan tata cara penetapan kuasa
Pamegang Saham bagi perusahaan anak.

b) Kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan
Pengawas Anak Perusahaan telah diatur dalam draft Board Manual
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024. Kebijakan tersebul
mengacu pada Peraluran Gubemur Provinsi DK Jakarta Momer 50 Tahun
2018 dan Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Momaor 15 Tahun 2018.

Namun perusahaan belum memiliki kebijakan umum yang mengatur tentang

keselarasan kebijakan anak dan induk perusahaan antara lain:

a) Kebijakan Keuangan;

b) Kebijakan SDM;

c) Kebijakan Lainnya (GCG, CSR, dsb).

B) Ketersediaan Kebijakan Pengendalian Dokumen
Perusahaan memiliki kebijakan pengendalian dokumen yang ditetapkan melalui
Keputusan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nemor 33 Tahun
2023 tentang Pedoman Tata MNaskah Dinas di Lingkungan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya. Kebijakan pengendalian dokumen perusahaan
telah memuat kerahasiaan, keamanan, dan masa penyimpanan.

Laporan Hasil Assezsment Penerapan Good Corpovale Rowernmace
PERUIMDE PEM BANGLINAN SARANS IAYA Tatwun Governancoe 2023



Laparan Momor ; PEOS.03/LHP-A3L/PW09,4, 22074
Tanggal : 31 Desernbar 2024

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan nilai

sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter terdapat
praktik yang masih memerlukan parbaikan.
Kami menyarankan kepada Direksi agar:

a) Melakukan pengesahan atas draff Pedoman GCG, Code of Conduct, dan
Board Manual Perusahaan Tahun 2024.
b} Menyempurnakan Pedoman Perilaku Perusahaan dengan menambahkan
muatan terkait pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas.
¢) Menyempumakan Board Manual Perusahaan dengan menambahkan
informasi terkait:
1. Sejarah singkat BUMD;
2. Rencana dan realisasi usaha BUMD;
3. Opini atas laporan keuangan.
d} Mencantumkan pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas dalam
Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
&) Menyusun kebijakan umum yang mengatur keselarasan kebijakan anak
dan perusahaan, antara lain:
1. Kebijakan keuangan,
2. Kebijakan SDM;
3. Kebijakan lainnya.
lILPARTISIPAN GCG

1.1 PEMEGANG SAHAM
Aspek govemance yang terkait dengan Pemegang Saham  dinilai
berdasarkan tujuh indikator yaitu:

Kebijakan Pengambilan Keputusan oleh Pemegang Saham dan
Pelimpahan Kewenangannya,

Hak-hak pemegang saham;

Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada;

d. Transparansi dalam sistem pengangkatan/pemberhentian Dewan

Pengawas dan Direksi,
Penilaian Kinerja;
Sistem Remunerasi untuk Dewan Pangawas dan Direksi;
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g. Penetapan Auditor Eksternal.

Penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta berdasarkan Keputusan
Gubernur Provinsi DKl Jakarta Momor 96 Tahun 2004, Aturan tersebut belum
mengatur secara tegas tentang Indikator/Parameter yang wajib digunakan
sebagai alat ukur penerapan GCG pada BUMD di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKl Jakarta dan kewajiban pengukuran berupa penilaian
(assessment) dari pihak Independen maupun evaluasi (review) secara Seif
Assessment (penilaian mandiri) cleh Perusahaan,

Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan tujuh indikator dengan 17
parameter menghasilkan skor 18.712 dari skor maksimum 21 atau 89.11%
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator yang dinilai sudah memadai, terlihat dalam pelaksanaan
praktik sebagai berikut:

1) Kebijakan Pengambilan Keputusan oleh Pemegang Saham dan
Pelimpahan Kewenangannya
Pemegang Saham lelah memiliki kebijakan mengenai pengambilan
keputusan oleh Pemegang Saham dan kewenangan pengambilan
keputusan yang dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang
tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tanggal
4 Desember 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Terdapat pasal yang menyatakan Kebijakan Pembinaan Teknis BUMD
di lingkungan DKI Jakarta dilaksanakan oleh BF BUMD.

2) Hak-hak Pemegang Saham

a) Pemegang Saham telah berperan aktif pada saat pelaksanaan
Rapat KPM.

b) Pemegang Saham telah memperoleh informasi material mengenai
keadaan perusahaan secara tepat wakiu dan teratur.
Secara berkala (setiap triwulanan) Perumda Pembangunan Sarana
Jaya telah menyampaikan laporan realisasi RKA kepada Gubernur
DKl Jakarta dan BP BUMD. Laporan RKA Triwutan | sampai dengan
IV Perumda Pembangunan Sarana Jaya disampaikan secara lepat
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waklu sesuai dengan pasal 40 ayat 4 Pergub Nomor 131 Tahun

2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Direksi

menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Dewan Pengawas atau Pengawas dan kepada KPM atau

RUPS dengan tembusan kepada Kepala Badan paling lambat 20

{dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pemegang Saham Mayoritas telah berperan aktif dalam pemilihan

anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan:

(1) Membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) berdasarkan
Keputusan Kepala BP BUMD Provinsi Daerah Khusus |bukota
Jakarta Momor § Tahun 2023 tanggal 8 Januari 2023 tentang
Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota
Direksi, Dewan Pengawas pada BUMD dan Perusahaan
Patungan.

(2) Memberikan undangan kepada calon Dewan Pengawas yang
dan Direksi untuk mengikuti UKK.

(3) Wawancara UKK yang dilakukan oleh Tim Pansel, dimana hasil
wawancara Pansel disampaikan kepada pimpinan untuk
ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.

Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak memiliki pemegang

saham minontas.

Indikator tersebut telah memiliki tingkat pemenuhan dengan nilai baik
pada tingkat penilaian parameter/sub parameter dan tidak memeriukan

perbaikan.

3) Transparansi dalam Sistem Pengangkatan/Pemberhentian Dewan
Pengawas dan Direksi

a)

Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan secara
transparan melalui fit and proper lest sesuai sistem yang ditetapkan.
Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Pengawas, sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Gubermur Provinsi DKl Jakarta Nemor 50 Tahun 2018
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b)

tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas BUMD.

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas yang diangkat

pada tahun 2023, telah dilakukan proses penilaian dan pelaksanaan

wawancara cleh BP BUMD.

Hasil wawancara dengan BPF BUMD diperoleh jawaban bahwa

proses pengangkatan Dewan Pengawas telah dilakukan sesual

dengan sistem yang ditetapkan dan secara transparan, ditunjukkan
dengan dokumen:

(1) Membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) berdasarkan
Keputusan Kepala BP BUMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang
Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon
Anggota Direksi, Dewan Pengawas pada BUMD dan
Perusahaan Patungan.

{2) Memberikan undangan kepada calon Dewan Pengawas yang
dan Direksi untuk mengikuti KK,

(3) Wawancara UKK yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi,
dimana hasil wawancara dari Tim Panitia Seleksi disampaikan
kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.

Profil Dewan Pengawas terpilih telah dimasukkan dalam Annual

Report perusahaan dan telah diunggah dalam website perusahaan.

Komposisi susunan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan

Sarana jaya telah memenuhi ketentuan yaitu jumlah Dewan

Pengawas maksimal sama dengan jumlah Direksi.

Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan secara fransparan

melalui fit and proper lesi sesuai sistem yang ditetapkan,

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Direksl sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Gubemur Provinsi DK| Jakarta, Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24

Januari 2018 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan,
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Profil Direksi terpilih telah dimasukkan dalam Annval Report
perusahaan dan telah diunggah di dalam website Perumnda
Pembangunan Sarana Jaya.

4) Sistem Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi

a)

b)

Pemegang Saham menetapkan sistem perhitungan penghasilan
dan jasa pengabdian untuk Dewan Pengawas dan Direksi, yang
tertuang dalam Peraturan Gubernur DKl Jakarta Nomor 242 Tahun
2015 lentang Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Badan
Pengawas dan Dewan Pengawas BUMD Provinsi DKl Jakarta.
Telah diperbahamui dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun
2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD.

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan remunerasi Dewan
Pengawas dan Direksi tertuang dalam Keputusan Kepala BP BUMD
Keputusan Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun
2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya TB 2023, putusan keempat:
menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Dewan
Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya terhitung mulai 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan memperhaltikan
asas kepatutan, dan kewajaran, serta kemampuan perusahaan
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan
ini.

5) Penetapan Auditor Eksternal
Audit atas Laporan Keuangan tahun 2023 dilakukan oleh auditor
eksternal yang melakukan audit laporan keuangan tahun 2022 yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMD Provinsi DKI
Jakarta Nomor 17 Tahunm 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang
Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Tahun Buku 2023, putusan kelima: memberikan kewenangan kepada
Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk
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menunjuk/menetapkan KAP yang berkompeten dan independen untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 serta
menetapkan biaya pengadaan jasa audit dengan mekanisme sesuai
peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Dewas nomor
095/DP-SRT/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang persetujuan
penunjukan KAP Heliantono dan Rekan untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Tahun Buku 2023.

b. Indikator yang dinilai masih memeriukan perbaikan/penyempumaan
sebagai berikut:
1) Panggilan Rapat KPM/RUPS Memuat Agenda yang Berisi Semua

Hal Penting untuk Diputuskan Sesuai dengan Ketentuan yang Ada

a) Rapat Rencana Siraiegi Bisnis (RSB)Corporate Plan telah
dilakukan oleh KPM dengan menyampaikan undangan rapat Nomor
e-0180/UD.09 tanggal 23 Maret 2023 dengan agenda pembahasan
tindak lanjut arahan Gubernur atas perbal RKA Tahun 2023 dan
Rencana Bisnis tahun 2023-2027 Perumda Pembangunan Sarana
Jaya, namun Rencana Bisnis tahun 2023-2027 sampai dengan
asesmen berakhir belum disahkan oleh KPM.

b) Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun
2023 telah dilakukan oleh KPM dengan menyampaikan undangan
rapat Pembahasan Bersama Nomor e-0471/UD.09.00 tanggal 16
Movember 2022, dengan agenda Pembahasan RKA Perubahan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2022 dan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023, namun RKAP tahun 2023
baru disahkan pada bulan Juni tahun 2023,

c) Rapat Luar biasa tahun 2023 {elah dilakukan oleh KPM dengan
memyampaikan undangan Rapat Nomor e-0403/UD .08 tanggal 31
Juli 2023 perihal Pembahasan lanjutan Usulan Realokasi PMD
APBD-P 2014 Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
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2) Pelaksanaan RUPS Berdasarkan atas Ketentuan yang Ada

a)

b)

d}

e)

Undangan/panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPSVKPM telah memuat agenda yang berisi semua hal penting
untuk diputuskan.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS
yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKl Jakarta
Momor 96 Tahun 2004 tentang penerapan prakitek GCG pada
BUMD di lingkungan Pemerintah DKl Jakarta pasal & tentang
RUPS dan Rapat Badan Pengawas (RBP), bahwa saliap
pemegang saham atau pemilik modal berhak memperoleh
penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan
penyelenggaraan RUPS atau REP.

Pangambilan keputusan RUPS dilaksanakan melalui prosedur
yang adil dan transparan. Hal ini dapat dilihat dalam Risalah Rapat
KPM terkait apa yang disampaikan cleh KPM (BF BUMD),
tanggapan, arahan, seria hasil keputusan RUPS dan BF BUMD.
Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak memiliki pemeagang
saham minoritas sehingga keputusan dilakukan secara bulat oleh
BP BUMD.

Rapat telah didukung dengan undangan dari BP BUMD, absensi,
gambarffoto dan risalah rapat telah disusun dengan memuat
dinamika rapat.

RUPS Laporan Tahunan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
dilaksanakan tidak tepat wakiu.

Berdasarkan pasal 48 ayat 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 131 tahun 2019, tentang Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah, bahwa Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Badan paling lambat 30 (sembilan puluh) har kerja setelah
tahun buku BUMD ditutup.

Berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakaria
Momor 17 Tahun 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan
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Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023, rapat
pengesahan Laporan Tahunan dilakukan tanggal 29 Juli 2024,
sehingga Rapat KPM dilaksanakan tidak tepat waktu,

1) Penilaian Kinerja
a) Pemeagang Saham telah memiliki dan menetapkan sistem penilaian
kinerja Dewan Pengawas dan Direksi secara formal.

Mekanisme penilaian kinerfa Dewan Pengawas dan Direksi

teriuang dalam:

- Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109 Tahun
2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan pasal
87 ayat 1 Peraturan Gubernur Momor 180 Tahun 2015 tanggal
27 Mei 2015 pada Bagian Keempat Paragraf 0 tentang Penilaian
Kinerja, dijelaskan bahwa Kinerja anggota Dewan Pengawas
dinilai dan dievaluasi setiap tahun danfatau sewakiu waktu
sesual kebutuhan Perseroan.

- Diperkuat dengan Pasal 20 Peraluran Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomeor 131 Tahun 2019 Pembinaan Pengurusan BUMD
terdiri atas:

{1) pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Direksi dan
Dewan Pengawas atau Pengawas.

(2) penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan
Pengawas atau Pengawas.

(3) Perjanjian Kinera antara Kepala BP BUMD DKl Jakarta
dengan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023

- Keputusan Kepala BPF BUMD Provinsi DKI Jakarta Nomor 52
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring, dan
Evaluasi Kontrak Kinerja pada BUMD DKI Jakarta.

Namun mekanisme penilaian kinerja cleh KPM baru dilakukan
secara kolegial belum secara individu, demikian pula dengan
pelaksanaan penilaiannya.

Laporan Hasll Assessment Penitapss Good Conpivale Gowernance
PERUMDA PEMBANGUMAN SATLAMA JAYA Tahun Governance D023
a4



Laparen Namar : FEOS.03/UHP-431/PAWD904. 2 /2004
Tanggal : 31 Desomber 204

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan

dengan nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub

parameter terdapat praktik yang masih memerlukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada KPM agar:

a. Mengesahkan Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana
Jaya secara tepat wakiu.

b. RKAP disahkan secara tepat waktu.

c. Melaksanakan Rapat KPM untuk pengesahan Laporan Tahunan
secara tepat wakiu.

d. Menetapkan mekanisme Penilaian Kinerja Direksi secara Individu.

e. Melaksanakan Penilaian Kinera Direksi secara Individu.

1.2 DEWAN PENGAWAS
Aspek governance yang terkait dengan Dewan Pengawas/Pengawas dinilal
berdasarkan 10 indikator, yaitu:

a.
b.

Kesempatan pembelajaran bagi Dewan Pengawas/Pengawas;

Dewan Pengawas/Pengawas melakukan pembaglan lugas dan
menetapkan faktor-faktor yang dibuluhkan untuk mendukung pelaksanaan
tugas Dewan Pengawas/Fengawas,

Dewan Pengawas/Pengawas menyusun Rencana Kerja Tahunan Dewan
Pengawas/Pengawas,

. Dewan Pengawas/Pengawas melakukan pemantauan terhadap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan;

Dewan Pengawas/Pengawas memberikan arahan dalam penyusunan
cofporate pfan dan RKAP;

Dewan Pengawas/Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

Dewan Pengawas/Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap
Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

. Dewan Pengawas/Pengawas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan
patungan;
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i. Dewan Pengawas/Pengawas berperan dalam pencalonan anggota
Direksi, menilai kinefja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan
tantiem/finsentif kinerja sesuai ketentuan yang berlakue dan
mempertimbangkan kinerja Direksi;

Dewan Pengawas/Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efeklif
dan berkelanjutan.
Assessment yang dilakukan terhadap penerapan 10 indikator dengan 33
parameter menghasilkan skor 15,261 dar skor maksimum 17 atau 89,77%.
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator yang dinilai telah memadai, terlihat dalam pelaksanaan
praktik sebagai berikut:
1) Dewan Pengawas Melakukan Pembagian Tugas dan Menetapkan

Faktor-Faktor yang Dibutuhkan untuk Mendukung Pelaksanaan
Tugas Dewan Pengawas;

Dewan Pengawas diangkat melalui Keputusan Gubernur Daerah
Khusus Ibukota Jakarta selaku Kepala Daerah yang mewakil
Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 620
Tahun 2023 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan
Dewan Pengawas pada dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
sebanyak 7 (tujuh) orang tanggal 13 Oktober 2023 dan Sural
Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya, Nomor 03 Tahun 2022 Tentang
Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya, Tanggal 17 Oktober 2022 menetapkan
nama dan pembagian tugas anggota Dewan Pengawas Perumda
Pembangunan Sarana Jaya.

Selanjutnya Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 5 Tahun 2022, Tanggal 17 Oktober 2022, Tentang
Pengangkatan Ketua Komite Audit Perumda Pembangunan Sarana
Jaya dan Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
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Sarana Jaya Nomor 1 Tahun 2023, Tanggal 16 Januan 2023, Tentang
Pengangkatan Anggota Komite Audit Perumda Pembangunan Sarana
Jaya.

2) Dewan Pengawas Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dewan

Pengawas

Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang telah
memuat sasarantarget yang ingin dicapai, dengan penjelasan sepert
dibawah ini;

-

Rencana Kera Tahunan tertuang dalam Surat Dewan Pengawas
Nomor 051/DP-SRTNVIN2023 Tanggal 14 Juli 2023 Perihal
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dewan
Pengawas Tahun 2023;

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas dengan Komite, tanggal
26 Oktober 2023 dengan agenda rapat pembahasan RKA
Perubahan Dewan Pengawas Tahun 2023,

Surat Kepada Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana
Jaya, Nomor 2428/-1.713.6 Tanggal 31 Oklober 2023, Kepada PJ
Gubernur  Provingi DKl Jakarta, Perihal Penyampaian,
Permohonan, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Tahun Buku 2023;

Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Pembangunan Sarana Jaya, Nomor 2818/-1.713.2 Tanggal 18
Desember 2023, Kepada Kepala BP BUMD Provinsi DKl Jakarta,
Perihal Penyampaian, Permohonan, Persetujuan dan Pengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Buku 2023,

Muatan RKT Dewan Pengawas berisi topik yang cukup dan relevan
dengan kondisi terkini perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

a) Aspek Perencanaan:

1. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Bisnis Perusahaan,
2. Penyusunan dan Pembahasan RKA dan RKA Perubahan 2023.

b) Pelakzanaan Tugas Pengawasan dan Penasihatan;
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12.

13.
14.

15.

. Memberikan tanggapan/rekomendasi dan dukungan terhadap

Kineja Perusahaan yaitu kinerga triwulanan (unaudited} dan
kinerja tahunan (audited);

Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSDY);

Monitoring kinerja anak perusahaan;

Penyelesaian piutang dan investasi ventura bersama;
Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi;

Perubahan struktur organisasi perusahaan;

Manajemen Risiko perusahaan;

Pelaksanaan audit tahun buku 2023;

Kebijakan mutu dan dan layanan serta hubungan dengan
konsumen;

. Implementasi tata kelola yang baik perusahaan (Good Corporafe

Fovemance),

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (COS0 Framework)
Lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap bisnis Perumda
Pembangunan Sarana Jaya;

Proyek - proyek Perumda Pembangunan Sarana Jaya;
Pengembangan kapasitasftraining Dewan Pengawas dan Organ
Dewan Pengawas;

Rapat Dewan Pengawas dengan Komite, rapat Dewan Pengawas
dengan Direksi dan Rapat Internal Dewan Pengawas.

c) Aspek Pelaporan;
1. Lapcran pengawasan Triwulanan dan Tahunan Dewan

Pengawas,

2. Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan audit internal dan

ekstarnal.

3) Dewan Pengawas Melakukan Pemantauan Terhadap Faktor-Faktor
yang Dapat Mempengaruhi Perusahaan Secara Signifikan

a) Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Pengawas, tidak

terjadi perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak
signifikan terhadap perusahaan;
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b) Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran,
harapan, permasalahan dan keluhan dari Sfakeholders (pelanggan,
pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung
kepada Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.
Dewan Pengawas telah memperhatikan permasalahan dan
keluhan/masalah dari  stakeholders terkail permasalahan
penyelesaian piutang dan investasi ventura bersama dan
perkembangan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang termuat dalam Motulen
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Tanggal 29 November 2023,

4) Dewan Pengawas Memberikan Arahan dalam Penyusunan
Rencana Bisnis (Corporate Plan) dan RKAP
a) Dewan Pengawas memberikan arahan atas rancangan Rencana

Bisnis Tahun 2023-2027.

Dewan Pengawas menyampaikan arahan tersebut secara tertulis,

relevan, dan tepat waktu kepada Direksi melalui:

1. Surat Direksi Nomor 839/-1.713.2 Tanggal 11 April 2023 Perihal
Penyampaian Persetujuan Atas Revisi Rencana Bisnis Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 - 2027,

2. Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Momor O47/DP-SRTAVIZ023 Tanggal 6 Juli 2023 Perihal
Persetujuan Atas Revisi Rencana Bisnis Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Tahun 2023 - 2027.

b) Dewan Pengawas memberikan arahan atas rancangan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi. Dewan Pengawas menyampaikan arahan
tersebut secara tertulis, relevan, dan tepat waktu melalui Surat
Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Nomor
084/DP-SRT/X/2023 Tangaal 30 Oktober 2023 Perihal Persetujuan
Revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023,
dan Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomor 119/DP-SRT/XIV2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal
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Revisi alas Rencana Kera dan Anggaran Perubahan Tahun 2023,
Kepada Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

5) Dewan Pengawas Memberikan Arahan Terhadap Direksi atas
Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan
a) Dewan Pengawas telah memberikan arahan tentang penguatan
sistem pengendalian intern perusahaan yang disampaikan kepada
Direksi melalui:

- MNotulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda

Pembangunan Sarana Jaya, hari dan Tanggal 29 MNovember
2023 dengan agenda rapat diantaranya Evaluasi sistem
pengendalian intermal ({COSO Framework);

Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Momeor 107/DP-SRT/X11/2023 Tanggal 6 Desember 2023 Perihal
Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Implementasi
Sistemn Pengendalian Internal.

b) Dewan Pengawas telah memberikan arahan lentang manajemen
risiko perusahaan yang disampaikan kepada Direksi melalui:
- MNotulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda

Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 27 September 2023
dengan agenda rapat diantaranya Penerapan Manajemen
Risiko Perusahaan terhadap RKA Perubahan;

Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya.,
Nomor 086/DP-SRT/A/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 Perihal
Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Periode Agustus 2023
Bagian 6 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

¢) Dewan Pengawas telah memberikan arahan tentang sistem
Teknologl Informasi yang disampaikan kepada Direksi melalui:

Notulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 28 Juli 2023 dengan
agenda rapat diantaranya Pembahasan Sistem Informasi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya,

Laparan Hasil Assessmenl Penerapan Sfood Covporote Governance
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d)

e)

- Motulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 29 Movember 2023
dengan agenda rapat diantaranya Updale Progress Aplikasi
Keuangan.

Dewan Pengawas telah memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir yang disampaikan kepada

Direksi melalui:

- Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Momor 122/DP-SRT/XIN2023 Tanggal 28 Desember 2023,
Perihal Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan
Kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pericde
November 2023, Bagian 5 tentang Human Capital Management;

- Notulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 22 Desamber 2023
dengan agenda rapat diantaranya Updafe Human Capilal
Management ;

- Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomor 015/DP-SRT/I2024 Tanggal 1 Februan 2024 Perhal
Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas alas Laporan Kinerja
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Periode Desember 2023,
Bagian 7 tentang Agenda Lain — lain point d).

Dewan Pengawas telah memberikan arahan tentang kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

standar akuntansi yang beraku umum di Indonesia (SAK),
disampaikan kepada Direksi melalui Surat Dewan Peangawas

Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Nomor 059/DP-

SRTAVI2023, Tanggal 28 Juli 2023, Perihal Permohonan

Rekomendasi Hasil Kajian Pedoman Kebijakan Akuntansi Perumda

Pembangunan Sarana Jaya Kepada Direktur Utama Perumda

Pembangunan Sarana Jaya.
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fi Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan

pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya, disampaikan kepada
Direksi melalui ;

MNotulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 28 Agustus 2023 dengan
agenda rapat diantaranya Pembahasan Pengadaan barang dan
Jasa Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023;

Motulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 27 September 2023
dengan agenda rapal diantaranya Tata Kelola Pengadaan
barang dan jasa, arahan pemutakhiran 17 SOP Pengadaan
Barang dan Jasa dan seluruh SOP telah mendapat persetujuan
dari Dewan Pengawas serta Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun
2022 Tentang Pedoman Barang dan jasa.

Surat Dewan Peangawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Momeor 086/DP-SRTA/2023 Tanggal 3 Okiober 2023 Perihal
Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan Kinerja
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Periode Aguslus 2023
dan arahan tentang Tata kelola pengadaan Barang dan Jasa
terkait kesesuaian seluruh proses pengadaan barang dan jasa
dengan SOP dan peraturan perundang—undangan yang berlaku
dan menuntaskan KAK dan TOR untuk pemilihan Kantor
Akuntan Publik agar pelaksanaan Audit Keuvangan (general
audit) tahun buku 2023 dapat dilaksanakan.

g) Dewan Pengawas telah memberikan arahan tentang kebijakan

mutu dan pelayanan, disampaikan kepada Direksi melalui:

Motulen Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 27 Seplember 2023
dengan agenda rapat diantaranya Pembahasan Kebijakan
Mutu dan Layanan serta hubungan dengan konsumen, arahan
atas 3 Formulir ISO 31.000 dan bribery Assesment/SMAP dan

Laporan Hasil Assessment Penevapan Good Corparate Governance
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arahan atas pelaksanaan audit internal SMM  serta
pelaksanaan reserifikasi yang dilakukan di tahun 2024,

- Surat Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana
Jaya, Nomor 088/DP-SRT/X/2023 Tanggal 3 Oktober 2023
Perihal Tanggapan dan Saran Dewan Pengawas atas Laporan
Kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya Periode Agustus
2023, Bagian 7 tentang Kebijakan Mutu dan Layanan serta
hubungan dengan konsumen, arahan terkait dengan
penerapan IS0 9001:2015 di dalam setiap bisnis Perusahaan
dan mempertahankannya dengan melaksanakan audit
surveifance 1SO 9001:2015.

b. Indikator yang dinilai masih memerlukan perbalkan/penyempurnaan,
sebagai berikut:
1) Kesempatan Pembelajaran bagi Dewan Pengawas
a) Dewan Pengawas memiliki kebijakan program pengenalan yang
tertuang dalam Pedoman Tata Kera (Board Manual) Dewan

Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya

tanggal 29 Desember 2020 Poin H halaman 11;

*Program Pengenalan Kepada anggota Dewan Pengawas yang

diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan

perusahaan. Penanggung jawab program pengenalan tersebut
berada pada Sekretariz Perusahaan atau divisifunit yang
menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan”.

Materi program pengenalan meliputi;

1) Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) cleh
Perusahaan;

2) Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan,sifat
dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategl,
rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang. posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

3) Keterangan mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawab
dan hak - hak Dewan Pengawas dan Direksi;

Laparan Hasi Azsessment Peneragpan Good Corpanate Goverrance
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b)

4) Dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke alat produksi
atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
Pada tahun 2023, telah dilakukan program pengenalan kepada
Dewan Pengawas yang baru diangkat yang diselenggarakan oleh
perusahaan pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah diikuti oleh Bapak
Andi Muh Igbal Arief (Kelua Dewan Pengawas), namun materi yang
disampaikan dalam pelaksanaan program pengenalan belum sesuai
dengan kebijakan Pedoman Tata Kelola (Board Manual) yaitu belum
memuat:
1) Pelaksanaan prinsip Good Corporate Govemnance (GCG) oleh
Perusahaan;
2) Keterangan mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawab
dan hak - hak Dewan Pengawas dan Direksi;
Dewan Pengawas menetapkan program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai
kebutuhan.
Dewan Pengawas telah memiliki Rencana Kerja Anggaran (RKA)
yang telah terpisah dari Direksi, program pelatihan yang dimuat
dalam RKA Perubahan Dewan Pengawas disampaikan melalul
surat Momor 051/DP-SRTVIF2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang
Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Dewan Pengawas Tahun
2023. Usulan RKA Perubahan Dewan pengawas Tahun 2023
bagian C, namun pregram pelatihan dalam RKA belum memuat
minimal jenis dan jadwal pelaksanaan program pelatihan. Biaya
Pelatihan dan Pengembangan dalam RKA berupa Training and
Development Dewan pengawas sebesar Rp150.000.000,00, namun
dari anggaran yang tersedia belum dipergunakan secara maksimal
dan belum mengikutsertakan seluruh anggota Dewan Pengawas
pada program pelatinan.

Liperan Hasil Assesiment Penerapan Good Corporate Governance
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Realisasi program pelatihan tahun 2023, yaitu;

» Pelatihan Finance For Non Finance diselenggarakan oleh
Lambert and Consulting Training, tanggal 30 - 31 Maret 2023,
diikuti oleh Bapak Arief Rachman;

# Program Uji Kompetensi Manajemen Risiko Berbasis SNI IS0
31000, Qualifled Risk Management Professional (QRMP),
diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana
Sejahtera tanggal 22 Agustus 2023, diikuti oleh Bapak Arief
Rachman.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan
dengan nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub
paramater terdapat praktik yang masih memeriukan perbaikan.
Kami menyarankan Kepada Dewan Pangawas agar:
a. Berkoordinasi dengan Sekretanat Perusahaan agar materi program
pengenalan Dewan Pengawas minimal memuat:
- Pelaksanaan prinsip Good Corporale Govermnance (GCG) oleh
Perusahaan;
- Keterangan mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawab
dan hak - hak Dewan Pengawas dan Direksi;
b. Menetapkan program pelatihan dalam RKA minimal memuat jenis
dan jadwal pelaksanaan program pelatihan;
¢. Merealisasikan anggaran yang tersedia dengan maksimal dan
mengikutsertakan saluruh anggota Dewan Pengawas pada program
palatihan.
2) Dewan Pengawas Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi
atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan
a) Dewan Pengawas memberikan telaah dan arahan tertulis terkait
kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar termasuk ketentuan
atas perundangan yang berlaku terkait dengan bisnis perusahaan.
Pada Laporan realisasi RKA Dewan Pengawas Triwulan 111,11 dan
IV yang disampaikan kepada KPM secara khusus tidak terdapat
perihal yang langsung menunjukkan kepatuhan direksi terhadap
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b)

ketentuan perundangan yang beraku terkait dengan bisnis
perusahaan, namun Dewan Pengawas telah membahas
pengawasan realisasi RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
kinerja direksi, pandangan prospek usaha tahun 2024, pandangan
atas penerapan GCG, dan pandangan terhadap WBS Perumda

Pembangunan Sarana Jaya. Berdasarkan Laporan realisasi RKA

Dewan Pengawas TW LILII IV yang disampaikan kepada KPM,

tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan direksi di tahun 2023.

Dewan Pengawas telah mengawasi dan memantau kepatuhan

Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKT dan

RJPP/Rencana Bisnis.

Dewan Pengawas telah mengevaluasi kinerja Perusahaan terkait

dengan pencapalan target-target yang telah ditetapkan dalam RKA

Perumda Pembangunan Sarana Jaya sesuai Surat nomor 021/DP-

SRT/I/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang laporan hasil

pengawasan terhadap pengelolaan BUMD Perumda Pembangunan

Sarana Jaya Triwulan [V Tahun 2023,

Dewan Pengawas telah mengevaluasi kinerfja Perusahaan terkait

dengan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam

Rencana Bisnis.

Dewan Pengawas lelah memberikan persetujuan atas transaksi

atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau

Pemegang Saham.

Dewan Pengawas memberikan persetujuan sesuai:

- Surat Dewan Pengawas Nomor 001/DP-SRT//2023 tanggal 1
Januari 2023 tentang persetujuan pamberian pinjaman kepada
PT Saranawisesa Propertindo;

- Surat Dewan Pengawas Nomor 121/DP-SRT/XI/2023 tanggal
20 Desember 2023 tentang persetujuan Dewan Pengawas atas
restrukturisasi fasilitas kredit Perumda Pembangunan Sarana
Jaya kepada Bank DKI.
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d) Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan

calon Auditor Eksternal kepada RUPS.
Dewan Pengawas ftelah memberikan persefujuan penunjukan
Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Surat nomor 095/DP-
SRTMAX/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Persetujuan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan,
namun persetujuan yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas
bukan memupakan usulan dari Komite Audit.

&) Dewas Pengawas telah memastikan audit eksternal dan internal
dilaksanakan secara efekiif serta melaksanakan tlelaah atas
pengaduan yang berkaitan dengan BUMD yang diterima oleh
Cewan Pengawas.

Dewan Pengawas telah memastikan efektivitas pelaksanaan audit
eksternal yang tertuang dalam Notulen Rapat Pembahasan
Perkembangan General Audit Laporan keuangan Tahun Buku 2023
bersama KAP Heliantono dan Rekan tanggal 11 Desember 2023.
Dewan Pengawas telah memastikan efektivitas pelaksanaan audit
internal melalui Surat Dewan Pengawas terkait Telaah atas kinerja
Satuan Pengawas Intern Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Dewan Pengawas lidak menerima pengaduan yang berkaitan
dengan BUMD tahun 2023.

fi Dewan Pengawas tidak melaporkan gejala penurunan kinerja yang
signifikan sesuai Laporan Kinerja Triwulan |-V tahun 2023.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan

nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub

parameter terdapat praktik yang masih memerlukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Dewan Pengawas agar melaporkan gejala

penurunan kinerja perusahaan yang signifikan kepada KPM.

3) Dewan Pengawas Berperan dalam Pencalonan Anggota Direksi,
Menilai Kinerja Direksi (Individu dan Kolegial) Dan Mengusulkan
Tantiem/Insentif Kinerja Sesual Ketentuan yang Berlaku dan
Mempertimbangkan Kinerja Direksi

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corperole Governnce
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a) Dewan Pengawas telah memiliki kebijakan seleksi bagi calon Direksi
danfatau Dewas/Dekom Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
dan pengusulan calon tersebut kepada KPM/RUPS dan telah diatur
dalam pedoman tata kelola (board manual), namun kriteria calon
Direksi danfatau Dewas/Dekom Anak Perusahaan/Perusahaan
Patungan belum diatur;

b) Dewan Pengawas belum melakukan telaah danfatau
penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi danfatau
Dewas/Dekom Anak Perusahaan yang diusulkan, sebelum
disampaikan kepada KPM/RUPS;

c) Adanya usulan tertulis Dewas/Dekom atas calon-calon anggota
Direksi danfatau Dewas/Dekom Anak Perusahaan/Perusahan
Patungan yang baru kepada KPM/RUPS yaitu surat Dewan
Pengawas Nomor 041/DP-SRTNVI2023 tanggal 13 Juni 2023,
parihal parmohonan rekomendasi nama-nama Pengawas dan
Direksi PT Saranawisesa Propertindo.

d) Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian
tersebut kepada KPM/RUPS.

Dewan Pengawas telah melakukan penilaian kinera Direksi
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara kolegial, namun
belum melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu.
Dewan Pengawas menyampaikan hasil evaluasi kinerja perusahaan
kepada Pemegang Saham melalui Surat nomor 021/DP-
SRTA2024 tanggal 289 Februari 2024 tentang laporan hasil
pengawasan terhadap pengelolaan BUMD Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Triwulan IV Tahun 2023.

&) Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi dan penilaian kinerja
Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubemur Provinsi DKl Jakaria
Nomor 79 Tahun 2019 tentang pedoman penetapan penghasilan
Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Daerah:
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(2) Penetapan panghasilan Direksi dan Dewan Pengawas pada
Perumda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.

{3) Berdasarkan hasil audit KAP, oleh Direksi disampaikan kepada
Kepala Badan untuk dikaji dan dapat dibantu oleh perangkat
daerah terkait.

(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Kepala Badan menetapkan Panghasilan Direksi dan Dewan
Pengawas dengan Keputusan Kepala Badan.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan

nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub

parameter terdapat praktik yang masih memerlukan perbaikan.

Kami menyarankan Kepada Dewan Pengawas agar:

a. Menetapkan kriteria calon Direksi dan/atau Dewas/Dekom Anak
Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam Board Manual;

b. Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-
calon Direksi danfatau Dewan Pengawas [ Dewan Pengawas Anak
Perusahaan yang diusulkan, sebelum disampaikan kepada
KPM/RUPS;

€. Menilai kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
secara individu;

4) Dewan Pengawas Memantau dan Memastikan Bahwa Prinsip-
Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Telah Diterapkan
Secara Efektif dan Berkelanjutan
a) Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan

berkelanjutan.

Kegiatan pemantavan GCG menjadi bagian dari Rencana Kerja

Tahunan tertuang dalam Surat Dewan Pengawas Nomor 051/DP-

SRTNIII2023 Tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penyampaian Rencana

Kerja dan Anggaran Perubahan Dewan Pengawas Tahun 2023

Pada tanggal 29 November 2023 dilakukan pembahasan

implementasi tata kelola Perusahaan (corporate governance)
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b)

<)

d)

dengan hasil pembahasan terfuang dalam otulen rapat Dewan
Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
tanggal 29 November 2023.

Dewan Pengawas telah memantau penerapan prinsip-prinsip GCG
dalam perusahaan tertuang dalam Surat Dewan Pengawas Nomor
O7TIDP-SRT/X/2023 tanggal 14 September Tindak Lanjut Area of
Improvement (AQI) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun
Buku 2022.

Dewan Pengawas telah melakukan self assessmant atas penilaian
kinerja Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas sesuai
dokumen Laporan Self Assessment Pengawasan Dewan
Pengawas Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2024 dengan Hasil
Penilaian 96,8 dari bobot 100 dengan kriteria yang dinilai sebanyak
12 kriteria.

Dewan Pengawas memiliki pedomanitata tertib rapat yang tertuang
dalam Board Manual Poin L. halaman 12 yang mengatur pedoman
dan tata terlib rapat Dewan Pengawas dan mekanisme
pengambilan keputusan dalam rapat; dan

Dewan Pengawas telah memiliki pedomanfitata tertib Rapat yang
minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapalt,
evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan
atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewas/Dekom.

Rapat Dewan Pengawas belum dilakukan minimal 1 (satu) kali
dalam salu bulan dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas
mencapai 100% sesuai dengan daftar absensi rapat;

Sekretariat Dewan pengawas telah memiliki uraian tugas yang
|elas, telah tertuang dan ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja
Dewan Pengawas dan Direksi {Board Manuall Tahun 2020 bab
Direksi tanggal 29 Desember 2020, point X Organ Pendukung
Dewan Pengawas, Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda
Pembangunan Sarana Jaya, Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 12
Deszember 2019 Perihal Pengangkatan Sekretariat Dewan
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Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Surat
Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana
Jaya, Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 2 Desember 2018 Perihal
Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Pengawas Perumda
Pembangunan Sarana Jaya yang tertuang dengan jelas dalam
uraian Tugas Pokok dan fungsi;

Sekretariat Dewan Pengawas melakukan administrasi dan
penyimpanan dokumen. melakukan administrasi dan penyimpanan
dokumen. hal ini sesuai dengan Pedoman Tata Kera Dewan
Pengawas dan Direksi (Board Manual) Tahun 2020 bab Direksi
tanggal 29 Desember 2020, point X Organ Pendukung Dewan
Pengawas tentang Uraian tugas Sekretariat Dewan Pengawas
Fasilitas Penyimpanan dokumen diantaranya lemari penyimpanan
dokumen dan Drive Sekdewas.

Dokumen yang diadministrasikan dan disimpan diantaranya Daftar
surat keluar dan surat masuk dewas, undangan rapat, risalah rapat,
daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.

Sekretariat Dewan Pengawas telah menyampaikan undangan
Rapat kepada seluruh Dewan Pengawas dan pihak-pihak lain yang
diundang, bahan-bahan rapat telah disediakan dan disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan
rapat.

Sekretaris Dewan Pengawas telah menyediakan datafinformasi
yang diperiukan oleh Dewan Pengawas dan komite-komite di
lingkungan Dewan Pengawas. Telah terdapat bahan/materi yang
bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam
mengelola perusahaan diantaranya dokumen RKAP, Renbis,
laporan triwulan | s.d IV dan laporan kunjungan ke alat produksi.
Datafinformasi telah tersedia yang berkaitan dengan dukungan
administrasi dan menitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus
mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dard Dewas
sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang
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dilakukan oleh Direksi diantaranya surat persetujuan pemberian
pinjaman kepada PT Saranawisesa Propertindo (SWP) dan surat
perselujuan atas restrukiurisasi fasilitas kredit Perumda
Pembangunan Sarana Jaya kepada bank DKL
Sekretariat Dewan Pengawas telah membuatl rekapitulasi hasil
keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas, namun
belum didokumentasikan secara memadai.
Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan
nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter
terdapat praktik yang masih memeriukan perbaikan.
Kami menyarankan Kepada Dewan Pengawas agar mendokumentasikan
manitering tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Pengawas secara detail dan terdapat action plan Direksi yang berkaitan
dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan
Dewan Pengawas.

1.3 KOMITE DEWAN PENGAWAS
Aspek govemance yang terkait dengan Komite Dewan Pengawas dinilai
berdasarkan 3 indikator, yaitu:
a. Keberadaan Komite Dewan Pengawas,
b. Sarana dan Prasarana Komite Dewan pengawas;
c. Komite Dewan Pengawas melaksanakan perannya sebagai pendukung

Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Asesmen yang dilakukan terhadap penerapan 3 indikator dengan 8 parameter
menghasilkan skor 4,118 dari skor maksimum 5 atau 82,36% dengan predikat
“Sangat Baik".
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Keberadaan Komite Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya
a) Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
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Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pangawas yaitu:
1. Komite Audit;

Pembentukan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019, tentang
Pembentukan Komite Audit Perumda Pembangunan Sarana
Jaya,

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pengangkatan Kelua Komite Audit Perumda
Pembangunan Sarana Jaya;

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perumda
Pembangunan Sarana Jaya;

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Awudit Perumda
Pembangunan Sarana Jaya;

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 27 September
2024, tentang Pengangkatan Kelua Komite Audit Perumda
Pembangunan Sarana Jaya dengan susunan sebagai berikut :
a. HKetua :Peri Umar Farouk

b. Anggeota : Nizar Suhendra

c. Anggota : Udin Saepudin

2, Komite Remunerasi dan Nominast,

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomer 1 Tahun 2022, tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan MNominasi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
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Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pambangunan
Sarana Jaya Nomer 7 Tahun 2022, tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan
Nominasi Perumda Pembanguman Sarana Jaya dengan
susunan sebagai berikut;

a. Ketua : Arismal

b. Anggota : Delfi Elius

c. Anggota : Dariyah

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024,
tentang Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pengawas
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 1 Tahun 2022,
tanggal 17 Okiober 2022 tentang Pembentukan Komite
Remunerasi dan Mominasi Perumda Pembangunan Sarana

Jaya;

3. Komite Manajemen Risiko.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana
Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang
Perubahan Keputusan Dewan Pengawas Momeor 4 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perumda
Pembangunan Sarana Jaya;

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
Perumda Pembangunan,

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor B Tahun 2024 tanggal 29 April 2024,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
Perumda Pembangunan dengan susunan sebagai berikut;

a. Ketua  Anef Rahman

b. Anggota : Tesar Yudhistira
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Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Momer 7 Tahun 2022, tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan
Nominasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan
susunan sebagai berikut;

a. Ketua : Arismal

b. Anggota : Delfi Elius

c. Anggota : Danyah

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024,
tentang Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pengawas
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Momor 1 Tahun 2022,
tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pembentukan HKomite
Remunerasi dan Mominasi Perumda Pembangunan Sarana
Jaya;

3. Komite Manajeman Risiko.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana
Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang
Perubahan Keputusan Dewan Pengawas Nemor 4 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perumda
Pembangunan Sarana Jaya,

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
Perumda Pembangunan;

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya Nomor & Tahun 2024 tanggal 29 Aprl 2024,
tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko
Perumda Pembangunan dengan susunan sebagai berikut;

a. Ketua : Aref Rahman

b. Anggota : Tesar Yudhistira
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c. Anggota : Ensal Risali Raib

Pembentukan Komite Dewan Pengawas telah dilaporkan kepada
Pemegang Saham melalui Surat di atas yang ditembuskan kepada
Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan Komite Dewan Pengawas telah dilaporkan dengan
komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite

dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Pengawas
dengan Ketua Komite Dewan Pengawas adalah salah seorang Dewan
Pengawas yaitu:

(1) Berdasarkan Sural Keputusan Dewan Pengawas Perumda

(2)

(3)

Pembangunan Sarana Jaya Nomeor 3 Tahun 2022 tanggal 17
Okiobar 2022, tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas
Perumda Pembangunan Sarana Jaya:
- Ketua : Hasriesa:
- Sekertaris : Arief Rahman (merangkap ketua komite audit);
- Anggota : Arismal (merangkap Ketua Komite Pemantau
Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Mominasi)
Anggota Komite Dewan Pengawas berasal dari pihak |uar
perusahaan. Berdasarkan Cumiculum Vitae (CV) dari masing-
masing anggota Komite Dewan Pengawas terlihat bahwa
seluruh Anggota Komite Dewan Pengawas berasal dar pihak
luar perusahaan, tidak memilki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga
dengan Dewan Pengawas, Direksi dan atau Pemegang Saham
serta salah seorang anggota Komite Dewan Pengawas memiliki
pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas
masing-masing Komite;
Jumlah keanggotaan masing-masing Komite sesual dengan
Peraturan Gubemur DKI Jakarta Nomaor 13 tahun 2020 tentang
Komite Audit dan Komite Lainnya pada Badan Usaha Milik

Daerah.
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2) Sarana dan Prasarana Komite Dewan Pengawas
Komite Dewan Pengawas telah memiliki piagam/fcharter yaitu ;

3

Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pedoman
Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit Perumda Pembangunan
Sarana Jaya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan
kerja antar organ guna menerapkan Prinsip Good Corporate
Governance, Audit dan Sistem Pengendalian Intarnal.

Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomor IDEWAS/N/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pedoman
Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Remunerasi dan Mominasi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam meningkatkan kualitas
dan efektivitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan Prinsip
Good Corporate Governance, Audit dan Sistem Pengendalian Internal.
Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
Nomar & Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pedoman
Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Manajemen Risiko Perumda
Pembangunan Sarana Jaya dalam meningkatkan kualitas dan
efektivitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan Prinsip Good
Corporate Govemance, Audit dan Sistem Pengendalian Intermal.

Muatan Piagam Komite Audit, Remunerasi dan Nominasi dan Manajemen
Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku/praktik yang berlaku
umum yaitu minimal memuat Pembentukan dan Keanggotaan Komite,
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite dan Anggaran, Rapat
dan Pelaporan Komite.

Komite Dewan Pengawas Melaksanakan Perannya Sebagai
Pendukung Dewan Pengawas dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan

a) Program Kera Tahunan Seluruh Komite Dewan Pengawas

disetujui/ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
Seluruh Komite Dewan Pengawas telah memiliki program kerja
tahunan yang disetujui cleh Dewan Pengawas. Berdasarkan Rencana
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b)

Kerja Tahunan yang tertuang dalam Surat Dewan Pengawas Momor
051/DP-SRT/VI2023 Tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penyampaian
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dewan
Pengawas. Rencana Kerja Tahunan Dewan Pengawas memuat
anggaran dan program kera Dewan pengawas dan Komite Deawan
pengawas, dengan lampiran, yaitu:

- Program Kerja Pengawasan tahun 2023,

- Key Performance Indicator (KPI1) Dewan Pengawas tahun 2023;

- Program Kerja dan KPI Komite Audit tahun 2023,

- Program Kerja dan KPPl Komite Remunerasi dan Mominasi tahun

2023,

- Program Kerja dan KP| Komite Manajemen Risiko tahun 2023;
Program kera tahunan Komite Audit telah memuat evaluasi sistem
pengendalian manajemen dan  memberikan  rekomendasi
penyempurnaan  sistem  pengendalian  manajemen  seria
pelaksanaannya dan evaluasi pelaksanaan tugas auditor eksternal dan
intemnal;

Namun program kerja tahunan Komite Audit belum memuat prosedur

reviu yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh

perusahaan.

Komite Dewan Pengawas telah melaksanakan pertemuan rutin sesuai

dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang

ditugaskan Dewan Pengawas, sebagai berikut:

1. Komite Audit

- Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan

Sarana Jaya, Nomor 4 Tahun 2021, Tanggal 29 Oktober 2021,
tentang Plagam Audit, Pedoman Tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kerja Komite Audit Perumda Pembangunan Sarana
Jaya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan
kerja antar organ guna menerapkan Prinsip Good Corporala
Governance, Audit dan Sistem Pengendalian Internal, Bab IV,
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c)

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang -
kurangnya 1 (satu) bulan sekali;

2. Komite Remunarasi dan Mominasi

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya, Nomor 3/DEWAS//2023, Tanggal 25 Mei 2023,
tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite
Remunerasi dan MNominasi Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya dalam meningkatkan kualitas dan
efekiivitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan
Prinsip Good Corporate Govermance, Audit dan Sistem
Pengendalian Internal, Bab IV, Rapat Komite Remunerasi dan
Nominasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
bulan sekali, dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal rapat
berkala untuk membahas hal - hal yang dianggap perlu dan/atau
meandasak.

3. Komite Pemantau Risiko

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perumda Pembangunan
Sarana Jaya, Nomor 5 Tahun 2021, Tanggal 29 Oktober 2021,
tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Kera Komite
Manajemen Risike Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam
meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ
guna menerapkan Prinsip Good Corporate Governance, Audit dan
Sistem Pengendalian Internal, Bab IV. Komite Manajemen Risiko
mengadakan rapat secara berkala sekurang - kurangnya 1 (satu)
kali dalam satu bulan untuk menjalankan RKA Komite Manajemen
Risiko sebagai program kerja.

Berdasarkan undangan dan risalah rapat yang terdokumentasi pada
Sekretariat Dewan Pengawas, Komite - Komite belum melaksanakan
rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Komite Audit melaksanakan perannya

Komite audit telah melakukan telaahan terhadap TOR eksternal
Auditor, namun dokumen telaahan belum ditandatangani oleh Ketua
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d)

Komite. Komite Audit telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan
Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang termuat dalam Surat Dewan
Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Nomor 085/DP-
SRT/X/2023, Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Persetujuan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan,
Surat ditujukan kepada Direktur Utama Perumda Pembangunan
Sarana Java.

Komite Audit telah melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan tugas

SPI yang ditunjukkan dengan ;

- Risalah Rapat Komite Audit dengan Satuan Pengawas internal
(SPI), tanggal 24 Juli 2023, agenda rapat pembahasan Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Semester | Tahun 2023;

- Dokumen telaah Komite Audit Terkait dengan PKPT SP1 Tahun
2023,

- Risalah Rapat Komite Audit dengan Satuan Pengawas internal
(SP1) dan DKA, tanggal 19 September 2023, agenda rapat
pembahasan penetapan KAP untuk General Audit Laporan
Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku
2023;

Namun komite audit belum melakukan penilaian terhadap efektivitas

sistem pengendalian internal perusahaan dan tindak lanjut

manajemen atas temuan SPI.

Komite Dewan Pengawas lainnya melaksanakan perannya

Komite Dewan Pengawas lainnya belum sepenuhnya melaksanakan

peran sesuai tupoksi yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.

Pelaksanaan tugas Komite Dewan Pengawas dapal dilihat dalam

Laporan sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko telah membuat laporan pelaksanaan
tugas semester | dan Il Tahun 2023;

2. Komite Remunerasi dan MNominasi tidak membuat laporan
pelaksanaan tugas.
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e) Komite Dewan Pengawas telah melaporkan kegiatan dan hasil
penugasan yang diterimanya kepada Dewan Pengawas.
Komite Dewan Pengawas {elah membuat Laporan pelaksanaan
tugas semester | dan |l Tahun 2023 tetapi Laporan Komite Dewan
Pengawas belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan
program tahunan dan Laporan Komite Dewan Pengawas disajikan per
Semester bukan per Triwulan.

Meskipun indikator tersebut telah memiliki tingkat pemenuhan dengan nila

sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter

terdapat praktik yang masih memeriukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Dewan Pengawas unfuk menginstruksikan

KEomite Dewan Pengawas agar:

a. Program kerja tahunan Komite Dewan Pengawas memuat telaah uniuk
memastikan terdapat prosedur reviu terhadap segala informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan telah memadai;

b. Komite Audit melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem
pengendalian intemal perusahaan,

c. Komite Audit menelaah tindak lanjut manajemen atas temuan SPI;

d. Melaksanakan rapat komite Dewan Pengawas secara berkala
sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan sesuai dengan
program kerja tahunan yang ditugaskan Dewan Pengawas,

e. Menyusun laporan secara Triwulanan yang minimal memuat
perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan.

.4 DIREKSI

Aspek govemance yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan tujuh
indikator yaitu:

a.
b.

Kesempatan pembelajaran bagi Direksi;

Direksi melakukan pembagian tugasfungsi, wewenang dan tanggung jawab
secara jelas;

Direksi menyusun parencanaan parusahaan;

. Peran Direksi dalam Kegiatan Operasional Perusahaan;
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&, Upaya Direksi dalam mengevaluasi kebarhasilan strategi yang ditetapkan;
f. Peran Direksi dalam pengambilan keputusan (decision maker) operasional;
g. Mekanisme pelaporan.

Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan tujuh indikator dengan 38
parameter menghasilkan skor 10,888 dari skor maksimum 13,00 atau 83,78.
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a. indikator yang dinilai sudah memadai, terlihat dalam pelaksanaan
praktik sebagai berikut:
1) Direksi Melakukan Pembagian Tugas/Fungsi, Wewenang dan
Tanggung Jawab Secara Jelas

a)

b}

Direksi memiliki Struktur Organisasi yang telah ditetapkan secara
formal tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 80 Tahun 2023
tanggal 27 November 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola di
bawah Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan telah
memuat susunan organisasi, uraian ugas dan fungsi dan telah
disesuaikan dengan dinamika kebutuhan perusahaan.

Direksi menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Direksi dan
manajemen di bawahnya. Uraian tugas Direksi dan manajemen di
bawahnya telah tertuang dan ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja
Dewan Pengawas dan Direksi (Board Manwal) Tahun 2020 bab
Direksi tanggal 29 Desember 2020.

Direksi telah memiliki pedoeman kualifikasi (spesifikasi) untuk
masing-masing jabatan mencakup kompetensi dan kinerja yang
tertuang dalam |dentifikasi Jabatan Perumda Pembangunan Sarana
Jaya yang bersikan:

= ldentifikasi Jabatan;

= Tujuan Jabatan;

- Tugas, Tanggung Jawab, Hasil Akhir,

- Tugas dan tanggung Jawab Umum;

- Wewenang;

- Koordinasi Internal;
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- Relasi Eksternal;
- Dimensi;
- Persyaratan Jabatan.

2) Direksi Menyusun Perencanaan Perusahaan
a) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Perumda Pembangunan

b)

Sarana Jaya Tahun 2023-2027 yang disampaikan kepada Dewan
Pengawas melalui Surat Direktur Utama Nomor 3072/-1.713
Tangaal 15 Desember 2022 tentang Penyampaian dan Permohonan
Persetujuan atas Rencana Bisnis Perumnda Pembangunan Sarana
Jaya Periode 2023-2027. Persetujuan Dewan Pengawas terkait
usulan Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Periode 2023-2027 disampaikan kepada Direktur Utama melalui
Surat Ketua Dewan Pengawas MNomor 07S/DP-SRT/XIN2022
Tanggal 20 Desember 2022. Penyampaian kepada KPM melalui
gurat Momor 3111/-1.714 tanggal 20 Desember 2022 Perihal
Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis berbasis Environment,
Social, and Governance (ESG) Perumda Pembangunan Sarana
Jaya tahun 2023-2027.

Muatan Rencana Bisnis telah mengacu pada Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah pasal 3 yaitu
sekurang-kurangnya memuat. (1) Pendahuluan, (2) Evaluasi
pelaksanaan RJP periode sebelumnya, (3} Posisi BUMD, (4) Tujuan,
sasaran, strategi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam
penyusunan RJP.

Direksi telah menyusun Rencana Kera Tahunan berupa Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Tahun 2023 yang memuat rencana kerja, anggaran perusahaan,
dan proyeksi keuangan perusahaan. Dalam RKA Tahun 2023 telah
menyebutkan bahwa Penyusunan RKA 2023 telah diselaraskan
dengan Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Tahun 2023-2027.
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¢) Direksi telah menyampaikan rancangan RKA Perumda
Pembangunan Sarana Jaya tahun 2023 kepada Dewan Pengawas
dengan surat Momor §15/-078.2 tanggal 24 Oktober 2022 perihal
Permohonan Persetujuan atas RKA Tahun 2023. Kemudian
disampaikan kepada PJ. Gubemur Provinsi DKl Jakarta (selaku
Pemegang Saham Mayoritas) melalui Surat Direktur Utama Nomor
2676/-1.713 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permohonan,
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Buku 2023. Pengesahan RKA Perumda Pembangunan Sarana
Jaya Tahun Buku 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan (KPM} pada tanggal 6 Juni 2023.

d) Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 79 tahun
2019, bahwa yang berwenang melakukan telaah remunerasi adalah
BP BUMD. Detail besaran remunerasi telah tertuang dalam Annual
Report Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan telah disahkan
melalui Keputusan Kepala BPF BUMD Provinsi DKI Jakarta Nomor
17 Tahun 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2023 tanggal 29 Juli 2024,

3) Upaya Direksi dalam Mengevaluasi Keberhasilan Strategi yang

Ditetapkan

a) Direksi menetapkan sistem pengukuran kinerja tertuang dalam
Peraturan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Momor 7
Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya tanggal 22 Februan 2023,
Direksi telah membuat Pengukuran KPI setiap Divisi dan individu.
Indikater kinerjatarget kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur
organisasi telah mencakup perspektif keuangan dan non keuangan,
yaitu:
- Financial perspective;
- Customer perspective;
- Intemnal business process perspective; dan
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- Leaming and growth perspective.

b) Peranjian Kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun
2023 telah ditandatangani oleh Direksi, Dewan Pengawas dan
Kepala BP BUMD dan realisasinya telah disampaikan melalui Surat
Direktur Ltama Kepada Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
190/KU.04.00 tanggal 29 Januar 2024 Perihal Laporan Realisasi
RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya Triwulan IV Tahun Buku
2023 dengan pencapaian total 82%.

c) Direksi mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja untuk
percepatan pencapaian tujuan.

d)} Perusahaan telah melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang
dilaksanakan secara berkala, antara lain:

- KP| Korporat tahun 2023 telah diukur capaiannya tertuang
dalam Laporan Realisasi KPl Perumda Pembangunan Sarana
Jaya Tahun 2023.

- Realisasi RKAP 2023 diukur capaiannya setiap triwulan yang
tertuang dalam Laporan Capaian RKA Triwulan |, I, Ill, dan IV
Tahun 2023,

- KPI seluruh jabatan dalam struktur organisasi dan KP! Individu,
direviu setiap triwulanan.

a. Indikator yang dinilai masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan,
sebagai berikut:

1) Kesempatan Pembelajaran Bagi Direksl

a) Board Manual tahun 2020 belum memuat kebijakan program
pengenalan Direksl, Kebijakan program pengenalan direksi baru
dimuat dalam Drafl Board Manual tahun 2024, Materi program
pengenalan mencakup pelaksanaan prinsip GCG, gambaran
tentang Perumda Pembangunan Sarana Jaya, pendelegasian
wewenang, sistem dan kebljakan pengendalian internal, tugas dan
tanggung jawab Direksi, telah dimuat dalam Draft Board Manual
Tahun 2024,
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b} Program pengenalan Direksi selama tahun 2023 telah dilaksanakan.
Tahun 2023 teradi pergantian Direktur Utama dan Direktur
Keuangan & SDM, Dalam paparan Induksi pengenalan perusahaan
tersebut belum memuat mengenai prisip GCG; Pengendalaian 5P|
dan Pendelegsian wewenang.

c) Board Manual tahun 2020 belum memuat kebijakan program
peningkatan kapabilitas Direksi. Kebijakan tersebut baru dimuat
dalam Draft Board Manual tahun 2024. Program Pelatihan Direksi
belum dianggarkan secara khusus dan belum ada program terkait
sartifikasi Direksi yang relevan dengan jabatannya dan kebutuhan
perusahaan, misalnya sedifikasi risiko.Tahun 2023 telah
dilaksanakan pelatihan Cerlified Risk Excecutive Leader (CREL)
yang dilkuti oleh Direkiur Utama, sedangkan 2 Direksi yang lainnya
belum mengikufi pelatihan di tahun 2023.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan

nilai baik, namun pada tingkat penilaian paramater’sub parameter terdapat

praktik yang masih memerlukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Direksi agar:

a. Melakukan pengesahan atas Draft Bosrd Manual Tahun 2024,

b. Paparan Induksi pengenalan Direksi memual prinsip GCG,
Pengendalaian SPI dan Pendelegsian wewenang;

c. Menyusun program pelatihan Direksi yang relevan dengan bidang
tugasnya; Menganggarkan pelalihan secara khusus bagi Direksi;

d. Direksi mengikuti pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya.

2) Peran Direksi dalam Kegiatan Operasional Perusahaan

a) Direksi memiliki rencana suksesi bagi manajer/pejabat kunci (key
managears) perusahaan.
Perusahaan telah memiliki pola kanr yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan Direksi Nomor 32 tahun 2022 tentang Tata Cara Promosi
Pegawai di Lingkungan Kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya
tanggal 30 Mei 2022. Direksi telah memiliki rencana (/isf) crang yang
memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan, namun Direksi
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b)

c)

d)

e)

belum menyampaikan Laporan Rencana Suksesi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 tersebut kepada Dewan
Pengawas.

Direksi mengidentifikasi setiap peluang bisnis, Tahun 2023 Direksi
belum membahas mengenai peluang bisnis perusahaan karena
masih fokus dengan membahas kerugian yang terjadi pada
perusahaan.

Direksi telah merespon isu-isu terkini dari eksternal. Tahun 2023
tidak ada isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan
bisnis dan permasalahannya.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Intern
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2021 Tanggal 17
November 2021 dan telah memuat mekanisme pelaksanaan dan
pelaporan pengendalian intern. Tahun 2023 belum melakukan
pengujian sistem pengendalian intermn secara entitas.

Perusahaan memiliki Plagam Audit Internal (Intermal Audit Charier)
yang ditandatangani cleh Direktur Utama pada bulan Januar 2020.
Tahun 2023 telah dilakukan pemutakhiran Piagam Audit Internal dan
telah memuat ketentuan yang beraku (1A, Peraturan QJK, UU PT
dan peraturan pelaksanaannya lainnya) dan memperimbangkan
Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI
perusahaan danfatau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern
atau [ntemational Professional Practices Framework of Internal
Auditing, namun masih berupa Draft. Tahun 2023 belum dilakukan
sosialisasi Piagam Audit Internal. Perusahaan telah menetapkan
mekanisme pemantauan kinerja SPI yang dimuat dalam prosedur
yang memuat setiap pelaporan disampaikan kepada Direkiur
Utama.

Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang tercantum
dalam Surat Keputusan Direksi Momor 70 Tahun 2022 tentang
Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tanggal 28 Oktober 2022 Kebijakan
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a)

h)

Manajemen Risiko telah disosialisasikan pada tanggal 14 sampai
dengan 5 November 2022, Pelaksanaan sosialisasi digabungkan
dengan pelatinan praktik pengelolaan risiko kepada seluruh insan
perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko telah diterapkan dalam kegiatan
operasional perusahaan. Perumda Pembangunan Sarana Jaya
telah mempunyai nisk regisfer yang disusun oleh setiap divisi. Divisi
Manajemen Risiko telah Menyusun Laporan Triwulanan yang
disampaikan kepada Direksi. Direksi melaporkan pelaksanaan
manajemen risiko kepada Dewan Pengawas, namun belum
terdokumentasikan dengan baik.

Perusahaan telah memiliki kebijakan teknologi informasi yang
dimuat dalam Masterplan IT periode 2022 — 2025 dan telah disahkan
melalui lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Direktur
Utama dan Direktur Pengembangan tanggal 13 April 2022
Kebijakan Teknologi Informasi telah memual kerangka pengelolaan
Tl dan pengendalian pertukaran datafinformasi, namun belum
memuat tahapan pelaksanaan teknologi informasi, dan pelaporan.
Baberapa prosedur dan kebijakan terkait teknologi informasi yang
dimiliki Perusahaan antara lain:

- Prosedur Pengelolaan Rencana Strategis TIK:

- Prosedur Mutu Pengembangan TIK;

- Standar Keamanan TIK;

- Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Lingkungan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya;

- Kebijakan Pengelolaan Datafinformasi Elektronik (Data
Governance) pada Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana
Jaya.

Dewan Pengawas telah menyetujui SOP dan kebijakan Unit TIK
tersebul dengan surat Nomor 106/DP-SRTIXIN2023 tanggal &

Desember 2023, namun sampai dengan asesmen berakhir belum

dilakukan penomoran dan penanggalan.
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i) Direksi menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan. SBU Teknologi Informasi
Komunikasi telah memiliki aplikasi yang telah digunakan di
perusahaan sesuaidengan kebijakan IT antara lain aplikasi Talenta,
aplikasi SIAP dan aplikasi Arsip Vital. Direksi telah melaporkan
pelaksanaan sistem Tl yang dimuat dalam Laporan Triwulanan
tahun 2023.

j} Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak konsumen dan

Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Prosedur Mutu
Persewaan Lahan Kawasan Milik PSJ Nomor PSJ/PMSBUK/O4
tanggal 24 Desember 2023, Prosedur Mutu Proses Perjanjlan
Pengikatan Jual Beli Nomor PDSPJPM/UPPAJD1 tanggal 1 April
2021 dan Prosedur Mutu Kepuasan Pelanggan Nomor:
PDPSJPM/UPPPA/OZ tanggal Juni 2021, SOP penanganan
gangguan diluar jam kerja-on call Nomor OAM-TRN-SOP-003
Tanggal 5 Desember 2023 dan SOP Pengendalian keteidaksesuain
produk PAM-WQA-SOP-004 Tanggal 15 November 2023,

Tahun 2023 Direksi belum menyampaikan seluruh Kebijakan/SOP
Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada Sekretaris Daerah,

k) Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan
pelayanan. Tahun 2023 perusahan belum melaksanakan penilaian
mutu produk dan layanan secara mandiri.

I} Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesual aturan
yang berlaku. Perusahaan telah melaksanakan pengadaan barang
dan jasa sesuai Peraluran Direksi Nomor 71 tahun 2022 Tentang
Pedornan Pengadaan barangfjasa tanggal 28 Oktober 2022

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan
nilai baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter
terdapat praktik yang masih memeriukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Direksi agar:
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a. Menyampaikan Laporan Rencana  Suksesl Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 kepada Dewan
Pengawas;

b. Melakukan pengujian sistem pengendalian intern secara entitas;
Mengesahkan draft Piagam Audit Internal (infernal Audit Charter)
dengan muatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lIA,
Pearatluran OJK, UU PT dan peraturan pelaksanaannya lainnya) dan
mempertimbangkan Standar Profesional Audit Interm yang dibuat
cleh FK-SPI perusahaan danfatau Kensorsium Organisasi Profesi
Audit Intemn atau Intermmational Professional Praclices Framework of
Infernal Auditing,

d. Melakukan sosialisasi Piagam Audit Intemal yang telah
ditandatangani,

e. Direksi melaporkan secara lerfulis pelaksanaan manajemen risike
kepada Dewan Pengawas;

f. Kebijakan teknolegi informasi memuat tahapan pelaksanaan
teknologi informasi, dan pelaporannya;

g. Memberikan penomoran dan penanggalan untuk beberapa
prosedur yaitu:

- Prosedur Pengelolaan Rencana Strategis TIK;

- Prosedur Mutu Pengembangan TIK;

- Prosedur Permintaan Dukungan Layanan Operasional &
Ingiden TIK;

- Standar Keamanan TIK;

- Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Lingkungan
Perumda Pembangunan Sarana Jaya;

- Kebijakan Pengelolaan Datafinformasi Elektronik (Data
Govemmance) pada Lingkungan Perumda Pembangunan
Sarana Jaya;

h. Menyampaikan seluruh kebijakan/SOP Perumda Pembangunan
Sarana Jaya kepada Sekretanis Daerah.

i. Melaksanakan penilaian mutu produk dan layanan secara mandiri.
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3) Peran Direksi dalam Pengambilan Keputusan (Decision Maker)
Operasional

a) Pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan secara objektif tanpa

b)

dipengaruhi oleh pihak lain. Berdasarkan persepsi responden,
pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan secara obyektif
tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan tetap mempertimbangkan
kepentingan slakeholders;

Pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan melalui analisis yang

memadai. Berdasarkan persepsi responden, pengambilan

keputusan oleh Direksi dilakukan melalui analisis yang memadai.

Perusahaan menetapkan kebijakan pembinaan SDM  untuk

mendukung efektifitas pencapaian perusahaan, antara lain:

(1) Peraturan Direksi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Peraturan
Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah
mengatur perekrutan, pola mutasi, promesi dan demosi, sistem
remunerasi karyawan dan sistem pemberhentian karyawan,
hak-hak karyawan (lingkungan, kesshatan dan keselamatan
kerja dan pola karir, sistem penilaian kinerja karyawan, sistem
penggajian), sedangkan pengembangan kompetensi pegawal
yang berkelanjutan dan program pengembangan keahlian
dimuat dalam Instruksi Direksi Perumda Pembangunan Sarana
Jaya Provinsi DKl Jakarta Momor 1 Tahun 2022 Tentang
Pelatihan dan Pengembangan untuk karyawan Perumda
Fembangunan Sarana Jaya,

{2) Tahun 2023 Perusahaan belum mensosialisasikan kebijakan
hak-hak dan kewsjiban karyawan kepada seluruh karyawan
Perusahaan;

{3) Kebijakan hak-hak karyawan telah ditinjau dan dimutakhirkan
yang dimuat dalam Peraturan Direksi Nomor 49 tahun 2024
tentang Peraturan Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana

Jaya;
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{4) Perusahaan telah melakukan pengukuran kepuasan karyawan
dengan total tingkal kepuasan 75,01,

d) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban
pelanggan;

(1) Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai hak-hak
pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan
pelanggan sesuai ketentuan.

{2) Perusahaan telah mempunyai kontak pelanggan vyaitu emaif
info@sarana-jaya.co.id, WA Costumer service 0B5210653828,
085282619566, Social Media website, CRM, Mini website PPID;

(3) Perusahaan memiliki program untuk mengkomunikasikan
informasi produk/layanan kepada pelanggan yang dimuat dalam
RKA Perusahaan yaitu kegiatan pembuatan konten corporate
branding dalam kanal social media online; publikasi pada media
offling.

(4) Perusahaan telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan,
namun dokumentasi atas pelaporan hasil survei kurang
memadai, Unit yang melaksanakan tindak lanjut hasil survei
adalah unit PPA.

e) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban
pemasock yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2022
Tentang Pedoman Pengadaan barangfjasa tanggal 28 Oktober
2022, Perusahaan telah mengembangkan kemitraan dengan
pemasok untuk mempercleh barang dan jasa melalui sosialisasi
penerapan aplikasi e-procurement yang diselenggrakan pada
tanggal 3 September 2024 melalui google meet.

Perusahaan ftelah melakukan evaluasi terhadap pemasok
berdasarkan pencapaian qualily, cosi, delivery dan service yang
dimuat dalam rekapitulas hasil kepuasan terhadap Vendor Tahun
2023 dengan penilaian untuk 51 Vendor dengan hasil Puas untuk 40

perusahaan; Cukup Puas 10 perusahaan dan Tidak Puas 1

perusahaan,
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a)

h)

Perusahaan telah melakukan survei kepuasan pemasok yang
dimuat dalam Laporan Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
periede Janauri — Desember 2023 tanggal 28 Februari 2024;
Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan
kewajiban kreditur yang memuat perencanaan kredit, kualifikasi dari
kreditur, penggunaan sesual peruntukannya, pembayaran kredit
tepat wakiu,
Perusahaan memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan-
keluhan stakeholders yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor
71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa tanggal
28 Oktober 2022; Monitoring Keluhan Pelanggan dalam dokumen
PDPSJ/PM/UPPAJDS bulan Juni 2021; dan Whistleblowing System
(WBS). Berdasarkan hasil dari kuesioner, perusahaan telah
memberikan respons atau tanggapan yang tepat dan cepat atas
keluhan-keluhan stakehoider,
Direksi menatakelolakan pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi
tentang Pengendalian Gralifikasi dan Whistlablowing System
kepada Dewas/Dekom, Direksi, karyawan perusahaan dan
stakeholders lainnya pada tanggal 9 Juni 2023 dalam sosialisas
SMAP, namun belum dilakukan sosialisasi WBS kepada
stakeholders perusahaan. Penanganan WBS diselenggarakan oleh
pihak ketiga yaitu PT Sinergitas Tata Kelola;
Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor
eksternal (KAP dan BPK);
Terdapat upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham antara
lain:
(1) Perusahaan telah memutakhickan S0P yang sudah tidak
relevan,
{2) Dari hasil persepsi Direksl telah berindak sebagai role model
bagi karyawan.
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Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan
nilai baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter
terdapat praktik yang masih memerlukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Direksi agar:

Melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak dan kewajiban karyawan
kepada seluruh karyawan Perusahaan;

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak pelanggan,
kebjjakan keamanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan
sesual ketentuan;

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban
kreditur yang memuat perencanaan kredit, kualifikasi dari kreditur,
penggunaan sesuai peruntukannya, pembayaran kredit tepat waktu;

d. Mendokumentasikan pelaporan hasil survei secara memadal;
e. Melakukan sosialisasi WBS kepada stakeholders perusahaan.

4) Mekanizsme Pelaporan

a)

b)

Direksi menindaklanjuti arahan, danfatau keputusan Dewan

Pengawas. Arahan Dewan Pengawas ditindaklanjuti oleh Direksi

medlalui risalah rapat gabungan;

Direksi menyusun laporan  berkala sebagai  bentuk

pertanggungjawaban kegiatannya.

Perusahaan telah menyusun laperan keuangan dan manajemen

yang memuat antara lain manajemen risiko, teknologi informasi,

sistarn manajemen kinera, dan informasi-informasi yang relevan,

gsecara triwulanan dan tahunan dalam:

1} Laporan Realisasi RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Triwulan | tahun 2023 Tanggal 28 April 2023;

2) Laporan Realisasi RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Triwulan |l tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023;

3) Laporan Realisasi RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Triwulan Il tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023;

4) Laporan Realisasi RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Triwulan IV tahun 2023 tanggal 29 Januari 2024;
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5) Laporan Tahunan setiap tahun terluang dalam Annual Report
tahun 2023 yang ditandatangani cleh Dewan Pengawas dan
Direksi pada tanggal 16 Juli 2024,

c) Perusahaan menetapkan tata tertib rapat dan melaksanakannya.
Direksi memiliki pedoman tata tertib rapat Direksi yang diatur dalam
Board Manual tahun 2020, pedoman tersebut belum mengatur etika
rapat, persiapan rapal, pelaksanaan rapat, hasil pelaksanaan rapat
serta pembahasan atas arahan/usulan danfatau keputusan Direksi;
mekanisme persetujuan terhadap isi risalah rapat kepada pesera
rapat; dan jangka wakiu penyampaian keberatan atas risalah rapat
maksimal 14 har sstelah pengiiman risalah, Tahun 2024 Board
Manual tahun 2020 telah diperbaharui namun masih draft.

Tahun 2023 realisasi pelaksanaan rapat Intern Direksi sebanyak 7

kali, dan rapat gabungan sebanyak 8 kali.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan

nitai baik, namun pada tingkal penilaian parameter/sub parameter

terdapat praktik yang masih memeriukan perbaikan.

Kami menyarankan kepada Direksi agar:

a. Melakukan pengesahan atas draff Board Manual dan mengatur
tentang etika rapat, persiapan rapat, pelaksanaan rapat, hasil
pelaksanaan rapat serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau
keputusan Direksi; mekanisme persetujuan terhadap isi isalah rapat
kepada peserta rapat; dan jangka waktu penyampaian keberatan
atas risalah rapat maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah;

b. Pelaksanaan rapat sesuai dengan aturan dalam Beard Manual yaitu
paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

1Il.4 SATUAN PENGAWASAN INTERN (SP1)
Aspek governance yang terkail dengan Satuan Pengawasan Intern dinilai
baerdasarkan tiga indikator yaitu:
a. SPI dilengkapi dengan faktor-fakior pendukung keberhasilan pelaksanaan
lugasnya;

es
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b. SPI menjalankan peran pengawasan intern melalui kegiatan assurance dan
konsultansi;

¢c. oP| menjalankan fungsi konsultansi dan sebagai mitra strategis (strafegic
partner) manajemen.

Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan tiga indikator dengan 10

parameter menghasilkan skor 3,187 dari skor maksimum 5,00 atau 63,74%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) SPI Dilengkapi dengan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Pelaksanaan Tugasnya.

a) Posisi SPI dalam Struktur Organisasi berada langsung di bawah
Direktur Utama tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 80 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola di bawah direksi Perumda
Sarana Jaya tanggal 27 November 2023. SPI telah diberi kewenangan
yang cukup untuk menjalankan tugasnya dan kemudahan akses
kepada Direksi dan jajaran manajemen yang diatur dalam Piagam
Audit Internal {Internal Audit Charfer) bulan Januari 2020;

b} Kepala SPI telah memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan sesual
kualifikasi. Kepala SPl berlatar belakang Pendidikan Sarjana
Akuntansi dan telah mengikuti pelatihan Audit Tingkat Dasar, Personil
SPl sebanyak 5 orang telah mengikuti pelatihan seperi Qualified
Internal Auditor tingkat dasar. Hasil kuesioner terhadap pendapat
kualitas personil SPI diperoleh hasil 70,45%.

¢) Kuantitas personil yang ditugaskan di SPl belum sesual dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. Tahun 2023 belum dilakukan
analisa kebuluhan pegawai SPl dibandingkan dengan jumiah
penugasan,

d} SPI belum memiliki pedoman pengawasan sebagai panduan untuk
pelaksanaan tugas.

2) SPlI menjalankan peran pengawasan intern melalui kegiatan
assurance dan konsultansi
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a)

B)

d}

Divisi 5PI telah mempunyal PKPT yang ditandatangani oleh Direktur
Utama dengan Kepala SPI. Dalam PKPT telah memuat program kerja
yang mencakup pengawasan (assurance) namun belum memuat
program kerja terkail dengan audit khusus dan konsultasi. Realisasi
PKPT terdapat dalam Laporan Triwulanan Divisi SPI, yang
menyatakan bahwa telah dilaksanakan & dar 7 target PKPT, namun
laporan yang disampaikan kepada Direkiur Utama hanya Laporan
Reviu atas Laporan Keuangan semester 1 tahun 2023.

SPI telah melaporkan hasil auditnya kepada Direktur Utama dan
kepada Dewan Pengawas, namun Divisi SPI belum melakukan
penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.

SPI telah melakukan kegiatan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas
sistem pengendalian intern, namun pengujian dilakukan baru sampai
dengan tingkat aktivitas belum tingkat korporasi secara keseluruhan.
SPI| telah memantau tindaklanjut hasil audit. namun masih terdapat
temuan dan saran yang belum ditindaklanjuti. Dan 11 rekomendasi
hasil kegiatan pengawasan baru 1 yang ditindaklanjuti.

3) SPI menjalankan fungsi konsultansi dan sebagai mitra strategis
(strategic partner) manajemen

a)

)

5Pl memberikan masukan atas prosedur dan pengendalian proses-
proses bisnis perusahaan. Dalam Laporan Reviu Laporan keuangan
Semester | tahun 2023 belum membahas prosedur atau proses
manajemen rnsiko.

SP1 memberikan masukan tentang upaya pencapaian aftratergi bisnis
perusahaan. Dalam Laporan Reviu Laporan keuangan Semester |
tahun 2023 telah mengevaluasi sejauhmana sasaran dan tujuan
program serta kegiatan operasi sejalan dengan tujuan organisasi, dan
telah memberikan rekomendasi/masukan atas kegiatan dan program
serta sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan
nilai baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter terdapat
praktik yang masih memerlukan perbaikan.
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Kami menyarankan kepada Kepala SP| agar:

a, Melakukan Analisa beban kerja antara jumlah personal dibandingkan
dengan jumlah penugasan:

b. Membuat pedoman pengawasan, mekanisme kerja dan supernvisi.

c. PKPT memuat program kerja terkait dengan audit khusus dan
konsultasi;

d. Personil SPI membuat laporan atas penugasan yang dilakukan.

e. Melakukan penilaian atas pelaksanaan Manajemen Risiko
Perusahaan,

f. Melakukan kegiatan mengevaluasi kecukupan dan efeklifitas sistem
pengendalian intern yang diterapkan manajemen secara entitas;

g. Memberikan surat kepada auditee untuk menindaklanjuti hasil
termuan.

h. Memberi masukan atas prosedur atau proses manajemen risiko
perusahaan

Ill.5 SEKRETARIS PERUSAHAAN
Aspek governance yang terkait dengan Sekretans Perusahaan dinilai
berdasarkan dua indikator yaitu:
a. Sekretaris Perusahaan  dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung
keberhasilan pelaksanaan tugasnya,
b. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.
Penilaian penerapan terhadap dua indikator dengan ftjuh parameter
menghasilkan skor 3,804 dari skor maksimum 4,00 atau 95,00%.
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Sekretaris Perusahaan Dilengkapl dengan Faktor-Faktor Pendukung
Keberhasilan Pelaksanaan Tugasnya
a) Sesual dengan Uraian Jabatan dalam SK Direksi Nomor 80 Tahun
2023 tanggal 27 November 2023 tentang Struktur Organisasi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya, kualifikasi atau persyaratan
sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan antara lain:
- Sarjana dari berbagai jurusan, diutamakan dari llmu Sosial dan
Paolitik;
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- Diutamakan dengan masa kerja selama 12-15 tahun;

- Diutamakan dengan kerja di bidang Corporale Relation &
Communication khususnya Corporate Communication dan
Stakeholder Managament.

Berdasarkan Cumicufum Vitae {CV) Bapak Yadi Robby selaku Kepala

Divisi Sekretaris Perusahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya

kualifikasi tersebut telah terpenuhi.

Struktur Organizasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan

untuk pelaksanaan tugasnya

Posisi Sekretaris Perusahaan dalam strukiur organisasi di bawah

Direktur Utama. Uraian tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas

Sekretaris Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Direksi Perumda

Pembangunan Sarana Jaya Nomor 80 Tahun 2023 tanggal 27

November 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Direksi

Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

2) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya

a)

b)

c)

d)

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsinya sebagai
penghubung (liaison officer) dan penjalin komunikasi (refation officer)
dengan cukup baik. namun Sekretaris Perusahaan belum
menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan
Pengawas, dan keluarganya yang mencakup kepemilikan saham,
hubungan bisnis dan peranan lainnya yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan,

Sekretaris Perusahaan telah memberkan informasi yang materil dan
relevan kepada stakeholders.

Sekretaris Perusahaan telah mendokumentasikan kearsipan yang
menjadi tanggung jawabnya;

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi pelaksanaan dan
pendokumentasian Rapat Pembahazan Bersama (RPE) dan rapat
Direksi;
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e) Sekretaris Perusahaan telah melaporkan pelaksanaan tugasnya
secara triwulanan kepada Direksi, Muatan Laperan Triwulanan Tahun
2023 Sekretaris Perusahaan antara lain:

Pendahuluan;

Rencana kerja dan realisasi kerja triwulanan;

Rencana tindak lanjut atas rencana kerja yang belum tercapai;
Pencapaian KPI Unit Sekretaris Perusahaan Tahun 2023;
Pengelolaan informasi;

Pelayanan informasi;

Peristiwa penting, dan

Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian manajemen.

Meskipun indikater tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan
nilai sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter
terdapat praktik yang masih memerukan perbaikan.

Kami menyarankan Kepada Direksi agar memerintahkan Sekretaris
Perusahaan untuk menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan
Direksi, Dewan Pengawas, dan keluarganya yang mencakup kepemilikan
saham, hubungan bisnis dan peranan lainnya yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan.

IV. PENGUNGKAPAN

Aspek govemance yang terkait dengan pengungkapan informasi dinilai

berdasarkan dua indikator yaitu:

a. Perusahaan menyediakan akses informasi perusahaan yang relevan bagi
stakeholders;

b. Kelengkapan penyajian Laporan tahunan.

Penilaian yang dilakukan terhadap penerapan dua indikator dengan delapan

parameter menghasilkan skor 4,615 dari skor maksimum 5,000 atau 92,29%.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1) Perusahaan menyediakan akses informasi perusahaan yang relevan
bagi stakeholders
a) Perusahaan telah memiliki kebijakan formal yang mengatur keterbukaan

informasi publik perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi
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b)

Perumda Pembangunan Sarana Jaya Nomor 68 Tahun 2020 tanggal 20
Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kebijakan formal yang mengatur
keterbukaan informasi publik perusahaan telah dimutakhirkan secara
berkala (sesuai bes! praclices pedoman mutakhirkan secara berkala
minimal 3 tahun sekali atau jika terdapat perubahan kondisi pada
perusahaan).
Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan
media/websile yaitu Prosedur Mutu Publikasi dan Dokumentasi Nomor
PSJPMUSP/01 yang disahkan pada tanggal 1 April 2021. Kebijakan
formal yang mengatur keterbukaan informasi publik perusahaan tersebut
telah dimutakhirkan secara berkala (sesuai best pracfices pedoman
mutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali atau jika terdapat
perubahan kendisi pada perusahaan),
Terdapat media/website sebagai prasarana dalam menyampaikan
infermasi perusahaan kepada slakeholders.
Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki situs website resmi dengan
alamat www.sarana-jaya.co.id, yang dapat membantu Perusahaan
menyebarkan informasi yang diperiukan cleh publik. Informasi dalam
website sudah dimutakhirkan secara berkala,
Medialwebsite perusahaan telah mempublikasikan kebijakan dan
informasi penting perusahaan, antara lain Profil Perusahaan, Pedoman
Perilaku, Board Manual, Kebijakan Sistem Pengendalian Intern, Kebijakan
terkait Corporate Social Responsibilify, Program pengendalian gratifikasi
perusahaan, Kebijakan Whistieblowing Sysfem, Kebijakan Penerapan
Manajemen Risiko, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kegiatan CSR,
dan Laporan Tahunan, namun websile Perusahaan belum
mampublikasikan kebijakan dan informasi penting antara lain;
- Pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code);
- Kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan
penyampaian LHKPN; dan
- Kebijakan penerapan manajemen risiko.
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d) Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan

kebijakan atau informasi penting perusahaan melalui majalah internal
yailu AKSARA (Apa Kabar Sarana Jaya). Majalah tersebut memuat
infermasi internal perusahaan berupa berita, hasil karya, tips dan trik, dan
sebagainya.

e) Kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam

media/websife parusahaan mudah di akses oleh sfakeholider,

Atas kondisi diatas, disarankan kepada Direksi agar Mempublikasi kebijakan
dan informasi penting perusahaan antara lain:

Pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code);
Kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan
penyampaian LHKPN; dan

Kebijakan panarapan manajemean risiko.

2) Kelengkapan penyajian Laporan Tahunan

a)

b)

c)

Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah menyusun Laporan Tahunan
(Annual Reporf) Tahun 2023 yang disampaikan kepada Kepala BP BUMD
pada tanggal 29 Juli 2024 .

Laporan Tahunan (Annual Reporf) tahun 2023 telah diinformasikan di
weabsite perusahaan,

Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2023 telah memenuhi muatan
minimal yaitu: (1) Visi dan Misi Perusahaan, (2) Strategi dan tujuan
Perusahaan, (3) Komposisi Kepemilikan Modal/Saham, {4) Profil Dewan
Pengawas, (3) Profil Direksi, (6} Jumlah rapat dan kehadiran masing-
masing anggota pada rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi, dan rapat
gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi, (T) Jumlah remunerasi bagi
masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi, (8) Uraian
mengenai organ pendukung GCG, (9) Uraian Dewan Pengawas
Independen ({10) Upaya ikut menjaga keseimbangan sosial dan
lingkungan, {11) Profil perusahaan, (12) Penerapan praktik Tata Kelola
Perusahaan, (13) Sistem Manajemen Risiko, (14) Laporan Keuangan
Audifed, (15) Hasil assessment penerapan GCG, (16) Pengungkapan
yang memadai atas kasus material dan signifikan di perusahaan, (17)
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Pengungkapan (ransaksi dengan pihak luar vyang secara
material/signifikan  mempengaruhi  kinerja  perusahaan, (18)
Pengungkapan kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas dan Direksi
beserta keluarganya pada perusahaan lain.

Meskipun indikator tersebut sudah memiliki tingkat pemenuhan dengan nilai

sangat baik, namun pada tingkat penilaian parameter/sub parameter terdapal

praktik yang masih memeriukan perbaikan.

Kami menyarankan Kepada Direksi agar mempublikasikan kebijakan dan

informasi penting perusahaan antara lain:

a. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code);

b. Kebijjakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan
penyampaian LHKPN,

¢. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko.

V. ASPEK LAINNYA
Dalam penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya terdapat
kasus yang menimpa alau melibatkan perusahaan berupa praktik tata kelola
yang menyimpang dan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan faimess (kewajaran), Pedoman Umum Good
Comporate Govemance Indonesia, dan Standar-Standar praktik dan ketentuan
lainnya, berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organ utama
parusahaan (eksDirektur Utama).
Berdasarkan Pulusan Nomor 14/PID.SUS-TPK-2024/PT DKI tanggal 25 Apnil
2024 Pengadilan Tinggi DK Jakarta menjatuhkan pidana kapada terdakwa Yoory
Corneles Finontoan (eks Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya)
dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00.
Dari parameter tersebut dapat disimpulkan bahwa Perumda Pembangunan
Sarana Jaya memenuhi syarat untuk diberikan pengurangan nilai sebesar 5 poin
dari total skor secara keseluruhan,
Atas hal tersebut, kami menyarankan kepada Direksi agar meningkatkan tata
kelola perusahaan yang baik dari segi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi dan faimess, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi.
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Dari berbagai uraian mengenai kondisi penerapan GCG di atas, dapat disimpulkan
bahwa apabila kondisi ideal penerapan GCG atau praktik-prakiik terbaiknya yang
tercermin  dalam  indikator-indikator dan parameter-parameter assessment
dikuantifikasikan ke dalam angka 100, maka dari hasil assessment yang dilakukan
menunjukkan nilai kendisi penerapan GCG pada Perumda Pembangunan Sarana
Jaya keseluruhan mencapai 76,90.

Nilai tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai tingkat penerapan
GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sera sejauh  mana
peningkatan/perbaikan masih harus dilakukan pada area-area tertentu guna
mencapai kondisi ideal sesuai aturan dan atau praktik-praktik terbaik penerapan
GCG.

Uraian yang lebih rinci dari capaian skor di atas disajikan pada Lampiran | @ Skor
Assessment Penerapan Prakiik GCG pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya,
sedangkan rekomendasi terhadap area-area yang memeriukan
perbaikan/penyempurnaan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Il

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Enmumrt Governance
PERUMES PEMBANGUNAN SARANA JATA Tahun Gowermance 2023
L



PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA
Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan Good Corporate Governance

Lampiran 1 1/1

Gy

Andi Muh Igbal Arief

Tahun 2023
CAPAIAN TAHUN
ASPEK PENILAIAN o
SKOR  capalan
| | Komitmen 15.000| 11.813 78.75
Il | Kebijakan GCG 10.000 9.501 95.01
i | Partisipan GCG
A | Pemegang Saham/RUPS 21.000 | 18.712 89.11
B | Dewan Pengawas
1. Dewan Pengawas 17.000 15.261 89.77
2. Komite Dewan Pengawas 5.000 4.118 82 36
Sub Jumilah B 22.000 19.379 88.09
C | Direksi
1. Direksi 13.000 10.888 83.76
2. SPI 5.000 3.187 63.74
3. Sekretaris Perusahaan 4,000 3.804 95.09
Sub Jumlah C 22.000 17.879 81.27
v | Pengungkapan 5.000 4.615 92.29
v | Lainnya 5.000 -5.000 | -100.00
SKOR KESELURUHAN 100.000 76.899 76.90
Dewan Pengawas f'{}plre r Utama |

JAYA

FriLadEiEn



Lempiran 2/1 - 16
Laparan Nomor: FE.O5.03/LHP-431/PWIS4.2/ 2004
Tanggal: 31 Desember 2024

PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA
SCORECARD ASESMEN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE [GCG) TAHUN 2023

LCREK PEMG ] 3I0B0 OBOT SAPAL CAPAIAN
ASPEK PENGLLIAN | ECBOT NO PARAMETER BOBOT CAPALAN APAILAN

INDIKATOR INDIKATOR PARANMETER TAHLUN 2023 %)

1 | Pernyalagn sikap perusahaan 4.0909 1 | Direksi dan DewasDekom menandatanganl Pamyaiean Pakia 1.0227 1.0227 100.00 |
lehadap panerapan  tala Integritas pada saat pengaengkatan dan sotiap awal tahun
kplola porusabaan yang baik | selama masa jabatan,
| 2 | Setisp vensaksi panting diserai dengan penandatangsnan 1.0227 0.9583 BA.7E
parnyatnan komitmen babwa pelaksansan kegielen zesual |
dangan paraturan pefundang-undengen dan prakiik tata kelola
parusahaan yang balk.
5 Parnyataan kepatuhan jerhadap Codes of ConduciPedoman 10227 10227 100.00
Farilalu dilendatangani oleh saliap insan parusahasn
4 | DewasDekom dan Direksi menandaiangani kontrak manajeman 1.0227 1.0227 100.00
tahunan yang dilelspkan clah Pamilk Modall Pemégang Saham
2 | Polaksanasn aluran corporsie 27273 | 5 | Perusshaan membantuk atu manunjul Tim yang manangan 0.5455 03400 E2.50
GOVETTance kelaalan mturan GCG dan secara borkals melaparkanmya
kepada DovwasDokom dan Direksi
G Padoman cargormis governancs dikamunikasiken dan dipakami 05455 04682 8584
aleh selsnah @jaran Parusahagn.
B 7 | Pedoman peritaky dikemunicasican dan dipahami oleh salurh 0.5455 04655 B5.34
jajaran parusahaan
8 | Perusahasn memberikan reward and  punishmend  atas 05455 02727 50,00
penerapan pedoman perilaku
8 | Perusabasn melakukan pengukuran lerthadap penerapan Tala 0.5455 0.5455 | 100,00
l Kaelola Perusahaan yang Baslk.

Lapafan Hasil Aszessment Peneragan Dood Corparate Governance
Perumda PFembangunan Sarana Jaya Tahun 2023



Lamplran 22 - 16
Laporan Momaor: FE.ﬁ.ﬂlﬂHF‘-ﬂHmWﬂ.Hﬂﬂlﬂ
Tanggal: 31 Desember ﬂl'.'lu'{ﬂ

ASPEHR PENGLLILAN [ BOBOT ) BOBOT CAPAIAN CAPAIAN

,..
INDIKATOR INDIKATOR : PARAMETER PARAMETER TAHUN 2023 %)

Parusahaan menalankan peraturan perundangan yang beraku
dari Pamenntah Pusal yang terkai dengan bidang usahanya.
Perusahman mangalenkan peraturen parundangan yang berdaky 2 D455 L0000 000
dari Pemarintah Daorah yang berkall dengan bidany usahanya.
4 | Parusahaan tedah 27273 12 | Parusahaan lelah membankan pangakuan hak yang seimbang FRFTE] 24545 20.040
memperhatican  kepankingan kepada slakeholders Parusahaan.
gEdurun stukefaoidens
parusahadan l
5 | Estapatan dalarm 1.3838 13 | Ketapatan dalem panyampatan pelaparan pericdik mangjeman 0.6B1B 08818 | 100,00
ponyampaian pelaparen kepada KPFMPemegang Saham/RUPS
kopads sfakenotder 14 | Ketepatan dalam panyempaian laporan tehunan  kepada 06618 05114 75,00
sakeholdars
15.0000 A5.0000 11.8128 TB.7E
0| Kebijakan =5
6 | Kelarsediaan pedomani 16887 | 15 | Perusahaan memdiki Pedoman Corporade Govemance (Code of 0.3333 0.3003 20.08
kabdakan GCG Corporsie Govemancs)
16 | Perusahaan memiik aturan Kode Etik ganiaisu Kode Perilaku 0.3333 0.4016 90,48
yang lertulis.
| 17 | Perusahasn memilii boand manual [EERE] 02852 T9.55
18 | Porusahasn memilki kebijakan sisiem pengendakan imlemal 03233 0.3333 100,00
18 | Pedusahasn memsdiki katdakan mangenal langgung jawasb sosial 0.3333 0.3333 100, 00
s ____| parusahaan
T | Kotersedisan kelnl{akan 1.6687 20 | Pefusahasn memiliki kebakan fentang kepatuhan pelaporan 08333 0.8333 110000
pangelolaan dan adminisirasi hans kekaysan bagi DewasDekom, Diveksi dan pejabal satu
Laporan  Harda  Kekayman tingkat di bawah Diraksi

Laporan Hasll Assessment Penarapan Good Corporate Governonce
Perumda Pembangunan Sacona lava Tahun 2023



Lampiran 2/3 - 16
Lapaoran Momor: PE.OS.03/LHP-431/MNDT/4.2/3024
Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGLLINAN / BOBOT

BOBOT CAFAIAN  CAPAIAN
0 3B :
INDIKATOR INDIKATOR T PARAMETER PARAMETER TAHUN 2023 (%)

Parydlengg o Negara Parusahasn melaksanakan kebijakan/50P fenlang kepatubsn
(LHEF#M], petaporan hara kekaysan.
8 | Ketersedizan kebijakan 16887 | 22 | Perusanaan memiliki ketentuan/kebiakan tantang Pangandalian 18857 15556 | 9333
pengardakan g afaal Guratifikasi
gesial  malandean  yEng
§ | Ketersediaan ketiakan 1.6857 23 | Perusahsan memiliki kebijakan terang pelaporan atss dugasn 16867 16867 10000
sistam pafaporan atas dugasn panyimpangan pada peresahaan (whisie bowing System),
panyimpangan pada
penssahEan yang
bemmanghulan fwhistle blowng
sy st .
10 | Kplersadaan kabiakan 1.6587 24 | Terdaps! kebijakan umum panpaiolaan hubungan induk dengan 08333 0.57ar B0.44
pengelciasn habungan induk anak paruaahaan’ perusahaan patungan®50
cengan anak perusshean 35 | Penerapan pinsip-prnsip @i kelola perusahaan yang baik | 0.8333 08333 100,00
fpood corporate govemancs) pada Anak Perusahamn
11 | Kelarsadaan Kabgakan 1.8887 28 | Penyelenggarasn dokumentasi dele perssahaan sahingga 1.6687 1.6BET 100.00
Fengendalion Dokusman terjega keamanan dan kerahasiaannya
| ==i)iss 10.0000 10.0000 9.5013 5.01
1] !Eﬂﬂglnﬁuﬁ
A_ | Pemilik ModalPemagang
Saham
12 | Kebjakan Pangambéan 1.2857 27 | Perusahaan memilkd kebgakan manganai  pengembilan 1.2857 1.2857 100,00
HKepatusan ofah  Pomilk kepuikzan oleh pemik modalpemegang  saham  dan
ModalPemagang Saham dan kawanangan pengambilan kepulusan yang dilimpabikan kepada
Pelmpahan Hewsnangannys pejabad perangkal deerah
13 | Hak-hak pamagang 47143 28 | Pemik Modal'Pemegang Saham bespacan akdif jla ingin 1.1788 1.1788 10:0.00
saham/pamilik modal mangadakan Rapal KPWMRapsl Umum Pemeégang Saham
{RUF3).

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corpavate Gavernmnce
Ferumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023



Lamplran 24 - 16
Laporan Nomor: PE.OS.03/LHP-421/PWDG4.2/ 2004
Tanggal: 31 Desember 224

ASPEK PENGLLJIAM / BOBOT i BOBOT ChPALAN FAFAIAN

3 A
INDIKATOR INDIKATOR O EARAMEIER PARAMETER TAHUN 2023 {%)

Pemilik ModalPemagang Saham berperan aklil fekait haknya
untuk mempenaleh  nformosl matesal mangenal  asdasn

perusahann SacArs 1apal wakin can barsiur.

T30 | Pemilik ModalFemegang Gaham barperan okiif dalam 1.1788 10880 |  B9.60
pamilihan anggota DowasDekom dan Direksi
31 | Pemilk ModalPemegang saham mayoritas melindungi Hak 1.1788 | 11786 100.00
Pamilik Modal' Pemagang Saham minorias
14 | Palaksanaan Rapal KPM atau 30000 | 32 | Panggian Rapal KPMRLUPS memual agends yang bedsi 0.6000 04000 BE BT
RUFS berdasarkan akas | sefmua hal penting umiuk diputuskan sesual dengan kabtariuan
katantuan yang ada yang ada — |
T 331 | Terdapat ketentan yang mengaiur leniang pelaksanaan Rapal 08000 ] 000 |
KPMWRUPS
34 | Pengambilan keputusan Repal KPMWRUPS dilakeanakan 05000 0.5500 B1.87
malalul prosedur yang adil dan bransparan,
35 | Risalsh Rapat KPMRUPS memuat dinamiki rapa, 05000 u;w. 100.00 |
38 | Rapat KFMRUFS dilaksanakan lepat wakiu [ 0.3000 50.00
15 | Tmnspamnsl dalam  sistem 47143 37 | Prosss pengangketan DewasTwekom dilaksanakan secam 23571 2.3375 B216
pengangkatanPemberhentian transparan medalu 67 and proper tes! sesuai sistam yang talah
DewasTDakom dan Direksi ditetapkan.
38 | Proses panganghkatan Direksi dilaksanakan secara transparan 23571 23080 &7.a1
rrueskaluii (R i prapd bl seaue sisbam yang lelah ditetagkan
16 | Penilzan Kineqa 3.0000° 3 | KPMWRUPS menelapkan dan malaksanakan sisiem panilaian 1.5000 1.5000 100.00
inedja DewasDekom secana fomal
4 | KPWRUPS menatapkan dan melaksanaken sislam penilatan 1.5000 07500 £0.00
Direksi sacara formal
17 | Sistam  Feminergsl  uniusk 1.28587 41 HF‘I.I"FIUF"E menelapkan sistem perhifungan panghassan dan 064 (6429 10000
DawasTekom dan Dineksi  |asa pengabdian untuk Dawas/Dakom, |

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corpovate Governonce
Persmds Pembangunan Sarana Laya Tahun 2023



Lamgiran 2/5 - 16
Laporan Nomos; PEDS.03/UHP-A31/PW09,/4.2/2024
Tanggal: 31 Desember 2024

ASFER PENGLUJIAN |

INDIKATOR

BOBOT
INDEATOR

FARAMETER

BOBUT

CAFALAN

PARAMETER TAMUM 20Z3

CAPAIAN

!
[BG&h

42 | KPMRUPS menetapkan sislem perhilungan penghasilan dan
jasa pangabdian untuk Dirsksi
18 | Penetapan Auditor Ekstemal 3.0000 43 | KPMRUPS menotapkan Audiior Eksteral T 30000 3.0000 100,00
210000 21.0000 187124 BB
B.1 | Dewan Pongawas/Dewan Komisaris
19 | Kesampatan pembalagaman 1.6217 44 | Perusahaan menslapkan program panganalan 0.5406 05406 100000
bagi Dewas/Cakom 45 | Program pengenalan dilaksanakan 05406 0.2703 50,00
46 | DowasTekom manatapkan program pelatihan dalam rongka 0.5408 0.4055 7500
meningkatkan kompetensi anggota  DewasDekom  sesusl
kebauluban.
“20 | Dewas/Dekom  medakukan 16217 47 | Dowas'Dekom mansiaphan kebijakan pembagian  lugas 168217 1.3675 84,35
pasminpgian bupas  dan dianimna anggota DewasiDekom.
manatapEan fakior-takior
yang  dibuivhkan  uniuk
randubung palaksanaan
tugas DewasDakom
21 | Dewns/Dekam mEnyUsUn 1617 48 | DewssDekom menywsun Rencana Karga Tehunan (RKT) 18217 18217 100,00
Renzans HKerga  Tahunan
DeweasTakom. ) B
77 | DewnsDokom  mplakukan 16217 | 48 | DewasDekom memberikan arahan saria pemantauan terhadap 0.8108 0.5081 75.00
pemanisuan jethadap fakior- parubahan lingkungan bisnis yang mamilik dampak signfilcan
i YEO dapal tarhadag perusahamn
mampanganhd  penusahaan 20 | Dewas/Dekom dalam batas kewenangannya, Marespon samn, 08108 08108 | 10000
sacara signifikan. harapan, permasalahan dan  kelehan dan  Stakehoiders
(pelanggan, pemasok, kradibur, dan karyswan) yang
dizempaikan  langsung kepada DewasDekom  ataupun
panyampalan oloh Direksl,

Laparan Hasil Assessment Penerapan Good Corporafe Governance
Perumda Pembangunan Sarana laya Tahun 3023



Lamgpiran 2/6 - 16

Laporan Momas: PE.OS.03/LHP-31/PW09,/4.2/ 2024

Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGLUJIAN | BOBOT . BOBOT CAPAIAN CAPAIAN
|r.i!]||i'..ﬁ_?|:|!-'.: INDIKATOR L PARAMETER PARAMETER TAHUM 2021 (%)
DewanDakom  mambankan Dewas/Dekom  memberikan arahan  alas  rancangan
amhan dalam pényusunan RenbisiCanparaie Pan yang disampadican oleh Direks,
Comporale Plan dan REAP.
5% | Dewsa/Dekom mambarkan arshan sies rancangan REAP yang 08109 08108 | 100.00
disampaikan cigh Direksd. |
24 | DewasTokom momberkan 16217 | 53 | DewasDekom membenkisn arahan benlang pengualan sislsm iFETE 0.1728 | TE.01
arahan (efhadap Direkas atas pangandalion inlenmn pafusahaan.
implemmeniasi rencana den i
kebljakan parusahaan, -
54 | Dewsa/Dekom mambericen arshan fenlang manapmen risiko 02317 02317 | 100.01
paruesahagn, |
55 | Dewas/Dakom mambarikan arshan ientang sislam isknalogi 027 oEnT 100.01
M. _Jﬂ_nﬁ:rmul yang digunakan perusabaan, 00 | |
| Dewas/Dekem memberikan arehan tentang kebfakan dan 02317 0.2317 100.01 |
paiaksanaan pangambangan ki —
57 DesvasDiakaen mamberikan arahan tentang kebijakan akuntang 02317 023y 100.01
dan penyusunan |aporman kouangan Ssesusl dengan standar
akuntansi yang bedaku umum di Indonesia (SAK). D !
588 | DesasDekem  momborkan arahan  Benlang  Rebijskan 02317 02Ny 100.01
pengadaan barangfjasa dan pelaksanaannya. 1
B | DewasDekom membedikan arahan tentang keiljakan mutu dan 02317 0237 100.01 |
pelayanan sas pelaksanasn kebijakan tarsehut.
25 | Devas/Dekom 1.6217 DowasDakom mengiwas dan memanisy kepatuhan Dineksd 02703 02703 100.00
mlaksanakan panGEWSEEN datamn menjalankan peraburan parundengan yang bedaku dan
terhadap Direksi atas peraniian dangan pihak ketiga,
implemantasi nencana dan
kibijnkan peresabaan. i |
61 | DewssDwekom mengirsas dan memantau kapatuhen Diraksd 02703 02027
dalarm menjalankan perusahsan sesual REKAP danfalau
Fanbis/Comporate Plan,

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governonce
Perrumda Fembangunan Sarana Laya Tahun 2023



Lamplran 2,7 - 16
Laporan Nomor: PEO5S.03/LHP-431/PWDS/4,2/2024
Tanggal: 31 Desermber 2034

ASPEK PENGUJIAMN |

IHDIKATOR

BOBOT
INDIEATOR

PARAMETER

BOBOT

PARAMETER

CAPALAN

TAHLUIM 2023

GAPALAMN

%)

DewasDakom memberkan perselujian atas transaksi atau
tindakan dalam linghup kévinangan Desas/Dakam. = - =
B3 | DewmaDekom [berdasasran  usul dad  Komie  Auds) 02703 02027 T5.00
mangajukan calon Auditor Exsternal kepada KPMBUPS,
B4 | DewssDekom memastkan audil eksiemal dan audst infernal 0.2703 02703 100,00
dilaksanakan soecam ofekdil sern melaksanaken belaab ains
pengaduan yang berkaitan dengan BUMD yang diterima olah
Dewas! Dekom.
65 | DewasDekom melaporkan dengan segerm kepads KPMRLIPS 0.2703 0.0675 25.00
apabils wjedi gojala memmunnya knefa perusahaan yang
sagnifikan.
26 | DewasDekom el EkoURE N 1.6217 68 | DowasDokom melaksanakan pangavwasan lerhadap abimkan 167 1.8217 100,00
PENGgEWSREN terthadap | pengelslaan anak persahsan/perusahasn  patungan  dan
pelaksanaan kebijakan | pelaksanzanny s
pengelalaan anak |
perusahagnipansahaan |
patungan. |
27 | DewasDekom berpesan | 1.6217 B7 | DowasDekom mengusulkan calon snggola OWeks: kepads 0.5406 0.4055 75.00
| delam poncelonan  anggols KFWRUPS sesusl kebfakan dan kribeia saleksi yang
| Diewksi, menilai kingrja Direkei dibataphan.
PRy yun | Rl BE | DewasiDskom meniisi Direksl dan melaporkan hasll penilain 05408 0.3604 BE.6T
bope el s esgioind | et kepada KPWRUPS Y
b-ﬂ.nrﬁ: o 1‘:".'“ 68 | DewasDekom menguesulkan  remunerest  Direksd  sesual 0. 5406 0.5408 100.00
mempertmbangkan  knera ketentuan yang berlaku dan ponilaian kingrja Dieksi
Diraksi .
28 | DewasDwakom memantau dan 24043 70 | DewasDeakom memastian  prinsip-prinsip Tata Heldola 0.3435 0.3435 0,50
memastikan balwa  prinsip- Peruzahean yang Balk telah diorapkan secara efekdif dan
prinsip Tata Hoaloks barkelanjutan,
Perusahaan yang Ealk balah 71 | DewasDekom melakukan pengukuran dan pandaian lemhedap 03435 02576 75,00
| kinerjn Dewas/Dekom,

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance

Perumda Pembangunan Sarans lays Tahum 2023



Lampiran 2/8 - 16

Laparan Nomor: PE.OS.03/LHP-43 1/FW05/f2 272024

Tonggal: 31 Desernber 2024

ASFEK PERGLUJIAN |

INDIKATOR

BOBOT

INDIEATOR

FARAMETER

BOBOT
PARAMETER

CAPALAN
TAHLIM 2023

diterapkan secars efekif dan 72 | Perusahsan meneiapkan lale lerib rapest Dewss/Dekom dan
basalanjdan, melaksanakanmya
73 | Sekratariad Dewas/Desom mamiliki uraian tugas yang plos. 0.3435 0.3435 ]
4 Sekmotarial  DewasTekom malakukan admanistiasi  dan 03435 0.3435 9,65
panyirmpanan dokumen.
75 | Sekmetaris Denwas! Dekom menpelenggaraken rapat Dawasl 0.3435 0. 3435 2589
Dekom dan rapalipefemuan antare DewasDehom dangan
Pamiik Medal’ Pamegang Saham, Déaksi maspun pibnk-pihak
tarkail lainnya, [ ;
76 | Sekretaris DewasfDekom menpediakan datainformagi yang 0.3435 03148 g1.66
diperiskan oleh DewasDekom dan kome-komile di Bngkungan
DevenaTakam.
e = : ! 170000 A7.0000 152608 8y
B.2 | Komite DewasDekom
28 | Keberadaan HKomia 2.5000 7 | DewsaDekom mamilikd Komie DewasTakom sesuai dengan 12500 1.2500 10000
DovasDekom katenluan peundang-wndangan yang berlaku dan kebutehan
DewasDekom,
78 | Kompostsl keanggoisan yang mendukung pelaksanaan fungsi 1.2500 1.1ETS 8500
Fomite dan  independensi dad  masing-masing Homie
DenveaaTeakom,
30 | Sarana dan Prasarana Komile 08333 T | Komie Dewas/Dakom memilik plagamicharier 0.8333 08333 100,00
DpwasDekam = | ey
31 | Komie DipavasiDekom 1 88ET B0 | Terdapat karja tahunan Komite Dewas/Dekom yang 0.3333 02083 62.50
melaksanakan pErannya disahujuiditatapkan gleh DowasDekom
sebagal pardukung 81 | Homile Dewas/Dekom melaksanakan pariemuan rufin sesual 03333 01667 50,00
DewasDakom dakam dangan program kesja tehunan serta melakukan kegiatan Eain
madaksanakan Tungsi D/ Thakoom.
pongEwEin 82 | Komile sudi molaksanakan parannya 0.3333 1368 41,67
83 | Komils lannya melaksanakan paranmmya 03333 0 1EET 50,00

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance

Perumda Permbangunan Sarana Jaya Tahun 2023



Lemplran 2/9 - 16

Laporan Momor: PEDS.03/LHP-431/FW05/3.2/2024

Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGUJIAN |

INDIKATOR

BOBOT
INDIKATOR

PARAMETER

BOBOT
PARAMETER

CAPALAN
(%)

CAPALAN
TAHUMN 2023

84 | Komile DewsaDekom melaparkan kegiatan dan  hasil
penugasan yang dterimanya kapada Dewas/Dekom
4 | Dircksi =
32 | Kesempaian  pembélajamEn 1.80T1 B | Perusahaan manciapkan program pangonatin 05357 04018 75.00
gl Direksi B6 | Program penganalan dilaksanakan 0.5357 04018 75.00
BT | Direkai mamiliki program pelatihan datam rangks maningketkan 0.5357 02232 41867
kompetensi anggols Direlsi sesuai kebutuhan.
33 | Direksi melakukan pembagian 1.8071 [ BE | Direks: menstapkan sirukiurfsusunan organisas yang sesuai 0.5357 05357 100004
tugasfungsl, wewenang dan kebutuhan penusahaan
tanggung jawab secara jelas B9 | Direksl menelapkan umion tugs dan tanggungiwab Dureksi 05357 05357 100.00
dan manajamen di bawahnya -
B | Direksi men pojabat-pejabal perusahaan yang sasusi 05357 0.488E BT.50
- dengan kualifikesi yang diletapkan . —t
M| Dingksi IR LA 1.80T1 §1 | Dircksi menyusun Fencana Kena 5 Tahunan (Réncana Bisnis 04018 04018 6889
perencanaan penisahaan {Renbis)/Corporale Plan (CFJ) yang disahkan oleh KPMRUPS
saialah dibahas bersama dengan oleh DewasDekom =
B2 | Dineksi menyusun Rencana Kefa Tahuman yang mefupakan 04018 04018 100.01
penjabaran dari Rencana Kerja Rencana Bisnis/Comporafe Flan o
B3 | Rencana Kerja Tahunan diserahkan lepat wasiu 04018 0A401E 100.01
G4 | Direksl menyusun remunarasi Dinoksi sesual kelantuan yang 04018 04018 100.01
bardaky dan mengusulican kepada Dewas/Dekom _
35 | Peran Direksi dalam Kegislan 24821 85 | Dawksl mamiiki rencana suksosi bagi manajer | pejabat kunc 0.2068 1378 BE.56
Operasional Perussahaan (key mansgers) perusahaan dengan dasar yang dapal
diperanggungjewsbkan dan melaporkannya ke Dewss/Dekom
96 | Direksi mengideniiikas seliap peluang bisnis 0.2088 01870 B7.50

Laperan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governonce

Perumda Fembangunan Sarana laya Tahun 2023



Lampiran 210 - 16
Laporan Momar: PFEOS.03/LHP-431/PWDE 4.2/ 3024
Tanggalk 31 Desember H024

ASPEK PENGUJIAMN |

INDIKATOR

BOBOT
INLHEATOR

FARAMETER

BOBOT

CAPAIAN

PARAMETER TAHUN 2021

CAPALAN

Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tabhun 2023

Direksi memespon lsu-tsu lerkinl dan ekslemal menganal
perubahan Bngkungan bisnis dan permasalahannya, Sacara
bopad wakhy dan relevan, )
B8 | Direks| meambangun sistem  pengendalian  infemal  yang 02088 0.1034 50.00
mizmacdad il A= |
i | Perusahasn memiliki 5P| Charer {infevnad Audd Charfer) 02088 0.4517 | 7333
100 | Parusshasn memilid kebijakan manajemen risiko 0.20638 D.1835 | B3.56
101 | Diredcsi menempkan manajemen risko sesuai dengan kebijakan 02068 0.1551 T5.00
yang lelah dietapkan . |
102 | Perusshasn mamiliki kebijakan taknologl infonmmasi 02088 0.1204 6257 |
103 | Direfksi menarapkan ssiem ontang teknologi nformas sasuai 02068 0.2088 100.00 |
dengin kebijakan yang elah ditatapkan e :
104 | Perusahasn memiliki kebijakan mengenai hak-hak konsumen 2088 01378 | 66,68
105 | Direksi melsksanakan sistern peningkatan mulu proguk dan 2068 el aui] 0.00
petayanan |
108 | Direksi malaksanakan pengadsan barkng dan jBsa  sesual 02054 02068 100.00
aluran yang beriaku _
| Upaya Diireksi dialaim 2.4821 107 | Direlsi monotapkan  sisterm  pongukuran  kinerja  dalam 1.2411 12411 100.00 |
mangevalias  keberhasilan porusahamn R
strategl yang ditetapkan 108 | Direfsi memperiimbangkan hesil pangukuran kirerja unluk 1.2411 1.2411 100,00
pescapatan pencapaian fujuan. |
37 | Peran  Direksl | dalam 24821 | 100 | Pengambilan kepuiusan oleh Dweksl dilakukan sacara objeidi 02088 0.1215 H.W]
pangambilan kaputusan taripa dipangaruhi oleh plhak lain i
(oo rrake) operasionsl. 110 | Pengamibilan keputusan oleh Direksi dilakukan melalui analisis 02068 D.1241 60.00 |
yang mamadai
111 | Porusahagn menotapkan kebijakan pombinaan SOM urhk 0.2068 | 02068 | WIIIJIJ]
mandukung efeklifitss pencapiian penisahasn. | |
Laparan Hasil Asseivment Penerapan Good Corporate Governmice



Lampiran 2/11 - 16
Laporan Moo PE,05.03 LHP-431/PW059,4 2/ 2024
Tanggal: 31 Desember 2024

ASPER PENGLLILAN I BOBOT

BOBOT CAPAIAN CAPALAN

HO PARAMETER PARAMETER TAHUM 2023 (%)

INDIEATOR INDIKATOR

| 112 | Perusahaan memiliki  kebgakan  menganal ; 0.1898 |
| i i l
| | “Perusahaan memidiki kebsaken mengenai hak-hak  dan 0.2088 0.1241 | 60.00
kewajiban pelanggsn
| 114 | Perusahsan memilki kobifakan mengonai hak-hak dan 0.2088 0.1936 83,75
| kmaamjiban pemasok
| 115 | Perusahsan memiiki kebjakan mengenal hak-hak dan 0.2083 00000 | 000
kewajiban keddur |
116 | Terdapai mekanismea wniuk  menindaklanjuli kebhen-keluhan 02088 01713 | 8281
m |
117 | Direksi menalaksiolakan pelaksanaan ketfakan pangendalian 0.2088 01810 &7.50
pratificasi
118 | Dirglesi menainkelolakan pelaksanaan kebijaian whistle blowing QU206 01724 B3.33
SyEEm - .
118 | Direksi mamvindaidaniuti hasil pemarikssan SP1 dan auditor 0.20648 0.2068 96,98
aEstamal (AP dan BPE), N
120 | Upaya unbuk meningkatcan nilal Pamegang Saham secsns 020648 0. 1852 78.98
konsisten dan barkelanjutan.
38 | Mekenisme palaporan 0.7321 121 | Direkesl menindaklanjti  amhan, danfalauy  kepulusan 02440 024940 .58
DoeasTekom
122 | Direksi menyusun  laporan  beikaka  sebagm  benluk 02440 0.2440 &3.98
(— u kiegiatannys
123 | Perusahaan manclapkan tata terlib rmpat den mefaksanakannya 02440 01342 54 89
c2 8P L
35 | 5P dlongkap dengan faklor- 1.0000 124 | Posisl 5P| & dalam struklur organisasl berads langsung di 02500 0.2500 100.00
Tamichit penduiung barwah Dirckiur Utama

Laporan Hasll Assessment Penerapan Good Corparale Governance
Ferumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023



Lamplran /12 - 16

Laporan Nomor: PEOS.03/LHP-431/FPW09/4.2/2024

Tanggal: 31 Desember 2034

ASFPER PENGLUJIAN |

INDIKATOR

BOBOT

INDIEATOR

FARAMETER

BOBOT
FARAMETER

CAPALAN
TAHUN 2023

keberhasien  pelaksanaan 125 | Kuallas personil yang diugaskan di 5P sesuai dengan
ugasnya kebautuban unuk pelaksanaan lugas SP|
126 | Kuaniitas personil yang dilugaskan di 591 sesual dengan 0.2500 0.1688 | B6.70
kebaituhan unluk pefaksanaan lugas SP
127 | 5Pl memidiki pedoman pengawasan inbern, mokanksme kerja 0.2500 0.0833 33.34
dan supendsi di dalam organisasi 5P

40 | 5Pl menjalankan peran 2.0000 128 | &Pl melpksanakan kogsatan PENQEWASAN Sesual program kerjs 0.5000 03333 G667
pengavwassn rlem mall tahunan yang sudah diteiaplan
kagEtan asswanca dan
konsuRansi

129 | &SPl malaparkan pelaksanaan tugasnya kepada Direllur Ulama 0.5000 §.3TED 7E.00
dengan tembusen kipada Dewas Dekam dan alau Komite Aude
(jikn mda)

130 | 5F1  melaksanakan keglaien-kegialan pongufian keandakan 0.5000 03750 7500
sistem pengandalian inlemal perusahaan

131 | 5P1 momantay  findak lanjud rekoméndasi hasil kegalan 0.5000 03750 75.00
pengawasan SP1 dan hasil pengewasan pihak eksiemal
fawdit resiu, evatuas| dab)

41 | 5Pl menjalonkan  fungsi 2.0000 132 | 5Pl memberikan masukan aias prosedur dan pengendalan 1.0000 0.0000 0.60
konsullenst dan sebagad mitra proses-proses banls parusahaan J
glrategis  (sirafegie  paringd —
manajamen | 133 | 8Pl mambarikan masuken wnlang upoya pencapaian siratogi 1.00040 1.0000 | 100.00

| | biais porusahaan [

C.2 | Sokretaris Perusahaan

42 | Sekolars Porusahaan 1.3333 134 | Sekrelans Perusahaan ak@u pelugas yang memerankan fungsi 0.6667 06567 100.00
glengkapi  dengan  {akioe- Sekretans Pensahaan memilikl kuatifices yang mamacdad

Laparen Hasil Assessment Penerapan Goed Corporete Governance
Perumda Pembangunan Sarana layas Tahun 2023



Larnpéran /13 - 16
Laparan Nomar: PE.05.03/LHP-431/PW09/4.2/2024
Tanggal: 31 Desembar 2024

ASPEK PENGLLILAN /

INDIKATOR

BOBOT
INDIKATOR

PARAMETER

BOBOT

PARAMETER

GAFALAN

TAHLM 2023

CAPAIAN
[}

fadcdor panduiung Siruklur organisasi Sekrelaris Perusahaan sesusai dengan
kaberbasdan  pelaksanaan kebulishan unbuk pelaksanasan bigasnys
fugasnya -1
43 | Sekretaris parusahaan 2.BEET 136 | Sekrelarts Perusahasn aleu pelegas yang mamerankan fungsi 0.5333 0.5167 B5.84
mangalankan fungsinga Sekretarls Perusshasn menjalankan  fungsnya  sabagai
penghubinp (faison offcer den penjalin komunikesi |melaton
alficar)
137 | Sekretarls perusahasn atau patugas yang memetankan fungsi 0.5333 0.4078 Tg.48
Gekrataris Perusabnan mamberikan informasi yang maberil dan
redavan kapada stakehaltars:
138 | Sekrelaris perosabaan by peligas yang memearankan fungss 0.5333 05333 100.00 |
Sekrefaris Perusahaan mendokumaniesikan kearsipan yang
| manjadi fanggung jawabnya
130 | Seknotaris perusahapn atay PAIUGRS yang Mamerankan fungs 0.5333 0.5333 100.60
Sekretars Perusshaan menjalanken fungst pelaksanaan dan
nissian Rapat KPMTEUPS dan Direksi =
140 | Sekretaris perusahasn atay pabuges yang mamomankan fungsh 05333 0.5333 100u00
Sekrataris Pemusshasn malaporkan pelaksanaan fugasnya
kepada Direksi,
22,0000 220000 |  178TO2 81.27
¥ __| Pengungkapan — L
44 | Parusahaan magrpediakan 33333 141 | Terdapal kobijpkan formal yeng mangatur  keterbulkcasn 06857 05887 100,03
akpos nformasi perusahaan nformasl puble pansahaan
g releven bagl stakahoidsrs 142 | Terdapal kebijakan yang mengatur fentang pengelolaan 0.6887 06311 B4 66
mdiadwmbisite
| 143 | Media‘webste perusahasn mempublikasicon kebiakan dan 0.BBET 05000 75,00
l infarmasi perting pensahaan. ) ==

Laporan Hasil Asseiement Penerapan Goad Corponate Governonss
Perumda Pembangunan Sarana kaya Tahun 2033



Lampiran 2/14 - 16
Laporan Normar; PE/OS.03LHP-431/PW09/4.2/20234
Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGLLILAN

INDIKATOR

BOBOT g BOBOT CAPAIAN CAPAIAMN
IHDIKATOR PARAMETER PARAMETER TAHUM 2023 (4]

Perusahaan manyediakan media lain unluk meéngkomunikaskan
kebijaikcan informasi pening pefusahasn.
145 | Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi 0.6687 04834 | s

penting porusahaan yang disediakan dalam media'webste
| perusahaan.

45 | Kelengkapan penyajian
Laparan tahinan

16667 146 | Perusahaan menyusun Lapocan Tahunan 05558 05558 100.00

147 | Laporsn Tahumdn dan laporan keuangan danformaskan ol 05558 0558545 100,00

mediafwedste penisahaan _
148 | Laporan Tahuenan minimal masmiua: 0.5558 05554 100,00
8 sl dan Misi Perusahaan

| b. Giralegi dan hijuan Pefusahaan
¢. Komposksi pemegang saham

4 Profil Komsaris
o Profil Dinsksi
{dumiah rapat den kehadimm masing-masing anggota pada

rapal Korrisaria, rapal Direksi, dan rapal gabungan Fomisaris
dengan Dirsksl.

g.Jumiah remunedasi bagl masing-masing angpota Fomisars
dan Direksl yang fotap dan variabel,

h.Uraian mengenai crgan pendukung GLG
i.Uratan Komisans indepanden

J. Upaya ikut menjaga kescimbangan sosial dan lingkungan
k. Profil Perusahzan

Laparan Hasil Assessrment Poenerapan Good Corporate Gavernence
Perurmida Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023



Lasmiplran 2/15 - 16
Laporan Momor: PE.OS.03/LHP-431/PW09,/4.2/2024
Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGUJIAM |

INDIKATOR

BOBOT WO

INDHHEAT LR

|.Penarapan praktik Tala Kafola Perusahaan

m.Sislem manajemen risiko

n.Leporan Kewangan awdited

o Hasil aseamen penerapan GLG oleh pikak ndepandan

p. Pengungkapan (disciosing) yang mamadal atas kasus-kasus
matesial dan signifikan di  perusahaan pada laporan tahuran
dan laporan berkala kapada pamegang saham misalnya
kladm matarial yang diajukan siakehoiders atay percara di
pangaditan

6. Pengungkapan transaks] dengan pinak lupr yang secam
malerial’ signifikan mampengaruhl  kirerja perusahaan seda
transaksi dengan pihak yang terafiliasi di dalam kaporan
tabuirisf

r.Pengungkapan kepamilikan saham oleh DéwasDekom dan
Dirglesi basarta kaluarganyn pada panisabaan lan.

BOBOT
FARAMETER

CAPRLAN
TAHUMN 2023

CAPALAN
%]

Peremda Pembangunan Sarana laya Tahun 2023

50000 50000 48147 B2.28
.|.|_|_H — iy

46 | Praklik Tala Kalola 5.0000 146 | Perusahaan mamiliki bdandgianea yang menad] best prechoss 50000 0,0000 0.00

Perusahaan manjadi contah di Indusirinya alau menjad fujuan benchmark bagl perzsahaan

atau benchmark bagi lain (baik bagl EUMD meupun perusahaan swasta),

parusahaan parusabaan Bidangarea tersebut dopat berdi dadi produk, proses, fungsi

lainnya di lnganess; pendukung, kineta organsaai dan atrelegi

Laporan Hasil Assesament Penerapan Good Cofparale Gvermonce



Lampiran 2/16 - 16
Laporan Nomor: PEOS03/UHP-431/PW09,00.2/2024
Tanggal: 31 Desember 2024

ASPEK PENGLULIAN F BoaoT

: BOBOT CAPAIAN  CAPAIAN
INDIKATOR NDIKATOR 1O FARAE TER PARAMETER TAHUN 2023 %)

Prakiik Tala Kelola . 160 | Terdapal panyimpangan dan prinsip-prinsip Tala Kelols
Parsakaan manyimpang darni Perusahean yang baik,
prinsip-piingip Tata Kelola

| Perusahaan yang Eaik seaus
Pedoman Fenerapan Tata
Kalola Parusahaan yang Baik

standar praktic dan keten
lainniya.

100.0000 100.0000 TE.8984 | 76.90

Laporan Hasi Assessment Penerapan Good Corporoie Govermmoe
Perumda Pembangunan Sarena Jlaya Tahun 2023



Leampdran 3,1 - 10

Laporan Nomoar : PEDG.03LHP-4 31 P08,/ 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR AREA OF IMPROVEMENT DAN USULAN REKOMENDASI
HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG
PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA

AREA OF IMPROVEMENT

Tim atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan
GCG belum menyusun laporan kagiatan terkait dengan
| GCG secara berkala dan melaporkannya kepada Direksi

TAHUN 2023

USULAN REKOMEMNDASI

Tim atau unit yang berfungsi menangani ketaatan aturan GCG
menyusun laporan kegiatan terkait dengan GCG secara
berkala dan melaporkannya kepada Direksi

PIHAK TERKAIT

FIJII- . u
Dewas  Direksi

RLUPS

Perusahaan belum memiliki dan melaksanakan program
pemberian penghargaan (reward) kepada karyawan
| tarbaik pada Tahun 2023,

Perusahaan menyusun program pemberian penghargaan
{raward) kepada karyawan terbaik dan melaksanakan program
tersebut.

Perusahaan balum sepenuhnya menjalankan peraturan

Meningkatkan kepatuhan kegiatan perusahaan terhadap

CG) belum memuat kebijakan terkait program pengenalan
perusahaan dan pendelegasian wewenang, namun telah
dimuat dalam Draft Pedoman Tata Kelola Perusahaan
yvang baik Tahun 2024,

v
perundangan yang berlaku dari Pemerintah Dasrah yang Peraturan Pemerintah Daerah yang relevan dengan bidang
terkait dengan bidang usahanya. usaha yang dijalankan .
Laporan Tahunan belum disampaikan kepada Menyampaika Llaporan Tahunan kepada sfakehaldars dengan v
stakeholders dangan tepat wakiu tepat waktu.
Draft Pedoman GCG, Code of Conduct dan Board Manual | Melakukan pengesahan atas drafl Pedoman GCG, Code of " Vv
Perusahaan belum dilakukan pangesahan Conduct dan Board Manuwal Tahun 2024
FPedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Tidak ada rekomendasi "

Laporan Hasil Assessment Penérapan Godd Corparate Governmnoe

Perumda Pembangunan Sarana laya Tahun 2023



Lamgiran 2/2 - 10
Laporan Momor : PEOS.03UHP-231/PW05/4.2/2024
anEil b Dﬂlll:.‘!ﬂbl'.'r 2024

AREA OF IMPROVEMENT

Padoman Perilaku (Code of Conduct) balum memuat
Permyataan komitmen Direksi dan Dewas

LUSULAN REKOMENDAS]

Menyempurnakan Pedoman Perilaky perusahaan dengan
menambahkan muatan terkait Pernyataan Komitmen Direksi
dan Dewan Pengawas

PIHAK TERKAIT

(2,

RUPS

Dtwad

Direiesi

Board Manual belum memuat informasi tentang:

Menyempurnakan Board Manusl dengan menambahkan

)

¢ 8. Sejarah singkat BUMD informasi berkait

b. Rencana dan realisasi usaha BUMD a. Sejarah singkat BUMD

€. Opini atas Laporan Kauangan b, Rencana dan realisasi usaha BUMD

c. Opini atas Laporan Keuangan ~

g | Pedoman pangendalian gratifikasi belum memuat Mencantumkan Pemyataan komitmen Dewas dan Direksi "

Parmyataan komitmen Dewas dan Direksi dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi
1p | Perusahaan belum memiliki Kebljakan umum yang Menyusun kebijakan umum yang mengatur tentang v

mengatur tentang kesalarasan kebijakan anak dan induk
perusahaan, antara lain:

a. Kebijakan Keuangan

b. Kebijakan SDM

c. Kebijakan Lainnya (GCG, CSR dsb)

keselarasan kebijakan anak dan induk perusahaan, antara lain:
a. Kabijakan Keuangan

b. Kabijakan SDM

¢. Kebijakan Lainnya (GCG, CSR dsb)

p e

Mengesahkan Rencana Bisnis P-&rumdﬁ-Pumhangunan Sarana

11 Rencana Bisnis Perumda Pembangunan Sarana Jaya 4
Tahun 2023-2027 sampai dengan asesmen berakhir Jaya secara bepal wakiu
belum disahkan
12 | RKA Tahun 2023 terlambat disahkan RKAP disahkan secara tepat wakiu "
13 | Pelaksanaan rapal KPM terkait Laporan Tahunan belum Melaksanakan Rapat KPM untuk pengesahan Laporan W

| tepat wakiu

Tahunan secara tapat waktu

Lappran Hasll Assessment Pentrapan Good Corpoiole Govermnanos
Perumda Pembangunan Sarana loya Talsn 2023




Lampiran 3/% - 10

Laporan Momor ; PE.0S.03/LHP-431/FW03/4,2 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

AREA OF IMPROVEMENT

LISULAN REKOMENDASI

PIHAK TERKAIT

p5/
Dinwias Oireksd

RUFS

14 | KPM belum menetapkan mekanisme penilaian kinerja Menetapkan mekanisme Penilaian Kinerja Direksi secara v
Direksi secara individu individu
15 | KPM belum melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara | Melaksanakan Penilaian Kinerja Direksi secara individu v |
individu
1g | Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program Berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan agar materi v v
pengenatan belum sesuai dengan kebijakan Pedoman program pengenalan Dewan Pengawas minimal memuat:
Tata Kelola (Board Manual) - Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
oleh Perusahaan;
Keterangan mengenai kewenangan, tugas dan tanggung
jawab dan hak - hak Dewan Pengawas dan Direksi.
47 | Program pelatihan Dewan Pengawas belum memuat Menatapkan program petatinan dalam REA minimal memuat v
minimal jenis dan jadwal pelaksanaan program pelathan | jenis dan jadwal pelaksanaan program pelatihan;
yang relevan dengan bisnis perusahaan
18 | Dewan Pengawas balum merealisasikan anggaran Merealizasikan anggaran pelatihan yang tersedia dengan Vv
pelatihan yang tersedia dengan maksimal dan balum maksimal dan belum mengikutsartakan saluruh anggota
mengikutsertakan seluruh anggota Dewan Pengawas Dewan Pengawas pada program pelatihan.
pada program pelatihan, a
19 | Dewan Pengawas/Komite Audit belum memberikan | Memberikan usulanirekomendasi atas calon Auditor Eksternal | ¥
usulanirekomendasi atas calon Auditor Eksternal yang | yang disampaikan ke Direksi;
disampaikan ke Direksi;

Laporan Hasll Assessment Pentrapan Goed Corpasate Governance
Perumda Pembangunan 5arana Jaya Tahun 2023



Larmpdran 34 - 10
Laparan Nemor : PE.05.03fLHP-431/MW05,4.2/ 2024
Tanggal : 31 Deswmber 2024

AREA OF IMPROVEMENT

Dewan Pengawas telah menyetujui calon Auditor Eksternal
yang disampaikan oleh Direksi, namun belum ada telaah
dari Komite Audit atas Calon Auditor Eksternal,

USULAN REKOMENDASI

Menyetujui calon Auditor Eksternal yang disampaikan ocleh
Direksi berdasarkan hasil telaah dari Komite Audit alas Calon
Auditor Eksternal.

PIHAK TERKAIT

P
: Dewas
RLUIFS

Dl

21

Dewan Pengawas belum menyampaikan laporan khusus
kepada KPM atas terjadinya gefala penurunan kinera
perusahaan yang signifikan

Menyampaikan laporan khusus kepada KPM atas tedadinya
gejala penurunan kinerja parusahaan yang signifikan

22

Dewan Pengawas belum melakukan teiaah danfatau
penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi
dan/atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Anak
Perusahaan vang diusulkan, sabalum disampalkan kepada
KPM/RUPS

a. Menetapkan kriteria calon Direksl dan/atau Dewas/Dekom
Angk Perusahaan/Perusahaan Patungan dalam Boearg
Meanual;

b. Melakukan telaah dan/atau penelitianfpemeriksaan ierhadap
calon-calon Direksi danfatau Dewan Pengawas [ Dewan
Komigaris Anak Perusahaan yang diusulkan, sebelum
disampaikan kepada KPM/RUPS.

Dewan Pengawas belum menilai kinerja Direksi
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara individu

Manilai kinerja Direksi berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan secara individuy

Datafinformasi terkait dengan monitoring tindak lanjut hasil
keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas
kepada Direksi telah disusun, namun belum memuat action

| plan Direksi atas arahan tersebut

Menginstruksikan Sekratariat Dewan Pengawas
mendockumentasikan monitoring tindak lanjut hasil keputusan,
rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas secara detail dan
terdapat action plan Direksi yang berkaitan dengan monitoring

Laparan Hasil Assesirment Penarapan Good Corponate Governance
Perumda Pembangunan Sarana laya Tahun 2033



Larngiran 3,5 - 10

Laporan Memor ; PEOS.03/LHP-931/PW0a,4 22024
Tanggal : 31 Desember 2034

AREA OF IMPROVEMENT

USULAN REKOMENDASI

tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan
Pengawas,

PIHAK TERKAIT

F5/

Dt Diresicsd

REUFS

Program Kerja Tahunan Komite Dewan Pengawas belum

Program kerja tahunan Komite Dewan Pengawas memuat

GCG; Pengendalaian SPI dan Pendelegasian wewenang

Pengendalian SP| dan Pandelegasian wewsanang.

v
H memuat telaah untuk memastikan telah terdapat prosedur | telaah untuk memastikan terdapat prosedur reviu lerhadap
reviu yang memadai terhadap segala informasi yang | segala informasi yang dikeluarkan oleh parusahaan telah
dikeluarkan oleh perusahaan memadai |
o4 | Komite Audit belum melakukan penilaian terhadap | Komite Audit melakukan penilaian terhadap efektifitas sistem ¥
efaktifitas sl_s_te_m pengendalian inbernal pengendalian internal
95 | Komite Audit belum melakukan ielaah atas efektivitas | Komite Audit menelaah tindak lanjul manajemen atas lemuan J
pelaksanaan tugas SPI. SPl
26 | Komite Dewss/Dekom belum melaksanakan pertemuan rutin | Melaksanakan rapat kemite Dewan Pengawas secara berkala N
sasuai dengan program kefja tahunan serta melakukan kegiatan | sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan sesuai
lain yang ditugaskan Dewas/Dekom. dengan program kerja tahunan yang ditugaskan Dewan
Pengawas
| »7 | Laporan triwulanan dan tahunan Komite Dewan Pengawas | Menyusun laporan secara Triwulanan yang minimal memuat ¥
kepada Dewan Pengawas minimal memuat perbandingan | perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja
I realisasi kegiatan dengan program tahunan belum disusun tahunan.
28 | Board Manual Tahun 2024 masih berupa draft yang | Melakukan pengesahan Draff Board Manual Tahun 2024 yang v
' memuat program pengenalan Direksi memuat program pengenalan Direksi
29 | Paparan Induksi pengenalan Direksi belum memuat prinsip | Paparan induksi pengenalan Direksi memuat prinsip GCG; v

Laporan Hasil Assesiment Penerapan Good Corporate Governance
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Laporan Momaor - P{.DS.DWH!IJF‘M‘.EHU‘IH
Tanggal | 31 Desember 2024

AREA OF IMPROVEMENT

30 | Direksi balum menyusun program dan anggaran pelatihan
| Direksi yang relevan dengan bidang tugasnya. dan belum
manganggarkan pﬂla_’gihﬂn secara khusus

LISULAN REKCOMENDAS]

Menyusun program pelatihan Direksi yang relevan dengan
bidang tugasnya dan menganggarkan pelatihan secara khusus
bagi Direksi

PIHAK TERKAIT

PS5/
Dawas
RUF%

31 | Direksi belum sepenuhnya mengikuli pelathan

Mengikuti pelatihan Direksl yang relevan dengan bidang
tugasnya.

Direksi balum manyampaikan Laporan Rencana Suksesi
Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 kepada
Dewan Pengawas

Menyampaikan Laporan Rencana suksesi Perumda
Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 kepada Dewan
Pengawas

[Hreis

Direksi belum melakukan pengujian sistem pengendalian
intern secara anttas

Melakukan p%ﬁujlan sistem Pengendalian Intern secara
antitas.

Direksi belum mengesahkan draft Piagam Audit Internal
{intemal Audif Charer) dengan muatan sesual dengan
ketentuan yang berlaku (IlA, Peraturan QJK, UU PT dan
peraturan pelaksanaannya lainnya) dan
mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang
dibuat oleh FK-SP| perusahaan dan/atau Konsorsium
Organisasi Profesi  Audit Intern ataw [ntemalional
Professional Practices Framework of intemal Avditing

Mengesahkan draft Piagam Audit Intemal (Infermal Auclt
Charfer) dengan miatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(lA, Peraturan OJK, UU PT dan peraturan pelaksanaanmnya
lainnya) dan memperlimbangkan Standar Profesional Audit
Intern yang dibual oleh FK-SP1 perusahaan dan/atau
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau International
Professional Praclices Framawork of infernal Auditing

35 | Direksi belum melakukan sosialisasi Piagam Audit Internal

| yang telah ditandatangani

Melakukan sosialisasi
ditandatangani

Piagam Audit Internal yang tetah

| Direksi belum melaporkan secara tertulie pelaksanaan
manajaman risiko kepada Dewan Fengawas

Melaporkan secara terulis pelaksanaan manajemen rnisiko
kepada Dewan Pengawas

Laparan Hasll Assessment Penerapan Good Corparate Govesmance
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Laparan Nadmod @ FEOS.03/LHP-431/PWOS4.2/ 2024

Tanggal : 31 Desomber 2024

AREA OF IMPROVEMENT

LSULAN REKOMEMNDASH

PIHAK TERKAIT

Ps/

e Dewias . Direksi
37 | Kebijakan teknologi informasi belum memuat tahapan | Kebijakan Teknologi Informasi memuat tahapan pelaksanaan v
pelaksanaan feknologi informasi, dan pelaporan dalam | teknologi informasi dan pelaporannya
kebijakan teknologi informasi.
38 | Beberapa prosedur TIK belum diberikan penomoran dan | Memberikan penomoran dan penanggalan uniuk beberapa v
penanggalan yaitu: prosedur yaitu:
1. Prosedur pengedolaan rencana strategis TIK; 1. Prosedur pengelolaan rencana strategis T
2. Prosedur mutu pengembangan TIK; 2. Prosedur mutu pengembangan TIK;
3. Prosadur permintaan dukungan layanan operasional | 3. Prosedur permintaan dukungan layanan operasional dan
insiden TIK ingiden TIK,
4. Prosedur Standar Keamanan TIK; 4, Prosedur Standar keamanan TIK,
5. Kebijakan ftata kelola teknoclogi informasli pada | 5. Kebijakan tata kelola teknologi informasi pada lingkungan
lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya;, Perumda Pembangunan Sarana Jaya; dan
6. Kebijakan Pengelolaan datafinformasi elektronik (data | 6. Kebijakan tata kelola teknologi informasi pada lingkungan
| governance) pada lingkungan Perumda Pembangunan Perumda Pembangunan Sarana Jaya
. Sarana Jaya.
I 38 | Direksi belum menyampaikan seluruh kebijakan/SOP | Menyampaikan sefuruh kebijakan/SOP Perumda Pambangunan v
| Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada Sekretaris | Sarana Jaya kepada Sekretaris Daerah
Daarah.
| 40 | Direksi belum melaksanakan penilaian mutu produk dan | Melaksanakan penilaian mulu produk dan layanan secara )
lyanan secara mandiri. mandiri,
| 41 | Direksi belum melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak dan | Melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak pelanggan, kebijakan v
kewajiban mutu produk dan layanan secara mandiri, keamananan, keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai
ketentuan

Laporan Hasll Assessment Pengrapan Good Corporate Governance
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Laporan Momar : PE D503 LHP-A31 P02 f 1024

Tanggal : 31 Desember 2024

AREA OF IMPROVEMENT

Direksi belum melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak dan
kewajiban  karyawan  kepada seluruh  karyawan
Perusahaan.

USULAN REKOMENDASI

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan
kewajiban kreditur yang memuat perencanaan kredit, kualifikasi
dan kreditur, penggunaan sesuai peruntukannya, pembayaran
kredit tepatl wakiu

PIHAK TERKEAIT

Paf

Dewas

EUPS

43

Perusahaan balum memiliki kebijakan mengenai hak-hak
pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan
kesehatan pelanggan sesual keteniuan

Perusahaan meamiliki kebijakan mengenai hak-hak pelanggan,
kebijakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan pelanggan
sesual Ketentuan

Perusahaan belum memikki kebijakan mengenai hak-hak
dan kewajiban kreditur yang memuat perencanaan kredi,
kualifikasi dari kreditur, penggunaan sesuai peruntukannya,
pembayaran kredit tepat waktu

Perusahaan memilki kebijakan mengenai hak-hak dan
kewajiban kreditur yang memuat perencanaan kredit, kualifikasi
dar kreditur, penggunaan sesual peruniukannya, pembayaran
kredit tepat wakiu

Ferusahaan belumn melakukan sosialisasi WBS kepada
stakeholders perusahaan,

Melakukan sosialisasi WBS kepada Sfakeholders perusahaan

Direksi belum melakukan pengeasahan atas draft Board
Manval yang memuat tata tertib rapat

Melakukan pengesahan atas draft Board Manual

Direksi

47

Pelaksanaan rapat belum sesuai dengan Board Manual
yaitu paling sedikit sekali dalam setiap bulan

Pelaksanaan rapat sesuai dengan Board manual yaitu paling

sedikit sekali dalam setiap bulan

5P| belum melakukan analisa beban kerja antara jumiah
personil dengan penugasan.

Melakukan analisa beban kerja antara jumlah personil dengan
penugasan

45

5P| belum membuat pedoman pengawasan, mekanisme
kerja dan suparvisi.

Membuat pedoman pengawasan, mekanisme keda dan

SUPEVisi

a0

h PKPT belym memuat program kera audil khusus dan konsultasi,

Dalam PKPT memuat program kerja audit khusus dan konsultasi

Laporan Hasil Assessment Panerapan Good Corparate Governance
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Laporan Nomos @ PEOS.03/LHP-431 P04, 22024
Tanggal : 31 Desember 2024

AREA OF IMPROVEMENT

Personil SP| belum membual Rporan alas penugasan yang
dibankan.

LISULAN REKOMENDASI

Personil SPI membuat laporan atas penugasan yang diberikan

PIHAK TERKAIT

LS

Dewan Diruksi

RLPS

Personil SPI belum membuat laporan atas penugasan yang
diberikan.

Melakukan penilaian atas pelaksanaan Manajemen Risiko
perusahaan

SPI belum melakukan kegiatan mengevaluas: kecukupan
dan efektivitas sistemn pengendalian intern yang diterapkan
manajamen secara antitas.

Melakukan kegiatan mengevaluasl kecukupan dan efektivitas
sistem pengendalian intern yang diterapkan manajemen secara
entitas

SPl belum memberkan surat kepada audites uniuk
menindakianjuti hasil temuan.

Memberikan surat kepada avdifes untuk menindaklanjuti hasil
temuan

Laporan SPI belum memberikan magukan alas prosedur
atau proses manajarm_an risikc perusahaan

Dalam laporan memberikan masukan atas prosedur atau
proses manajgmen rsiko

Sekretaris perusahaan belum menylapkan daftar khusus
yang berkaitan dengen Direksi, Dewan Pengawas dan
kelsarganya yang mencakup kepemilikan saham,
hubungan bisnis dan peranan lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan

Membuat daftar khusus yang berkaitan dengan Direksl, Dewan
Pengawas dan Keluarganya yang mencakup kepemilikan
saham, hubungan bisnis dan peranan lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepantingan

57

Perusahaan belum mempublikasikan kebyakan dan
informasi penting peresahaan antara lain:

1. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (GCG Code);

2. Kebijakan/SOP tentang pengelolaan
kepatuhan dan penyampaian LHEPN;

3. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko.

terhadap

Mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan

antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code);

2. Kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan
dan penyampaian LHKPN;

3. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko;

Laporan Hasil Azsessment Penerapan Good Corporote Governance
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Laporan Memor : PE.OS.03/LHP-231/PWOS/4. 272034

AREA OF IMPROVEMENT

Tanggal : 31 Desember 2024

USULAN REKOMEMNDASI

PIHAK TERKAIT

P/ :
Dewas e

Terdapat kasus yang menimpa atau melibatkan
perusahaan berupa praktik tata kelola yang menyimpang
dari prinsip-prinsip GCG transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, indepandensi dan faimess (kewajaran),
Pedoman Umum Good Corporale Governance Indonesia,
dan Standar-Standar Praktik berupa tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh organ utamalpanting perusahaan yaitu
Direktur Ltama.

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sesual dengan
prinsip-prinsip GCG yaitu prinsip transparansi, akuntabiiitas,
responsibilitas, independensi dan faimess. Pedoman Umum
Good Corporale Govemnance Indonesia, dan Standar-Standar
praktic sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana
konupsi

RUFS

Laporan Hasil Assesament Peperapan Good Corporofe Governance
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Lampiran 41 - 2
Laparan Momor: PEOS.03/LHP-231/PWiG 2 2/ 1024
Tanggal: 31 Desember 2024

PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA
DATA KEUANGAN TAHUN 2021 - 2023

1) Perkembangan Posisi Keuangan

{dalom Miltar rupfah)
Tahun
Uradan 071 2022
Audited Audited

1 | Asat Lancar 9006 | oBE.1 or48
2 | Aset Tidak Lancar 5.276,3 54273 5.310.3
lumlah Aset 6.167,9 6.355.4 6.285,0
"3 [ Lisbilitas Jangka Pendek B02.2 607,1 270,2
4 | Lishilitas Jangka Panjang 1589 154,1 458.2
5 | Ekuitas 5.415,7 5.634,1 7294
Jemigh Liablitas dan Ekuitas B6.176.9 6.355,4 6, 285,0

2] Perkembangan Usaha

(dalam Miliar rupioh)
Takhun
Urakan 2021 2022 2023
Aurcited Awaited Audited
Pendapatan 1412 1584 2120
2 | Beban Pokok Pendapatan {9B.B) [151.8) (184.8)
3 | Laba Kotor 142.3 B,6 7.1
4 | Laba (Rugl) Sebelum Pagak {211.7) 60,3 (56,41
_5_| Jumiah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (3.4) 18,7 [2.5]
Laba {Augi) Bersih Tahin Berjalan {217.1) 78,0 (28,9
7 | lumlah Rugl Komprehensif Tahun Berjalan {ITI-E.E] 78,7 (98,5]
3 | Rugl Bersih Tahun Berjalan yang Dapat T [17a) 79,0 (98,9} |
Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Mon Pengendall

| 10 | Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang (215.48] 8.7 {95.9)
Dapat Dlatribusikan kepada:

- Permilik Entitas induk

- Kepentingan Non Pengendall

Laparan Hasil Assessment Penerapan Goed Corporate Governance
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3} Perkembangan Rasio Keuangan

(dolom persentose)

2021 {1 2023
Audited Auwrdlite. Audited
I__l___l?u_n_r::lﬂp’n o=t 185,00 139,00 183,56
2 | Laba Bersih per saham dasar - - =
3 | Deviden por saham - ' % -
4 | Retwn on Equity (FROE) - 49 B4 -
5 | Return on Assets (ROA) . 1,23 = _:
& | Debt to Equity Rotio [DER) 14,05 13,51 13,13 |
7 | Dabr to Assets Batio [DAR) | 12,32 11,50 11,61

Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corponmte Governmice
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